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Leni Marlina, 2021, Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan 
Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan 
Nilai di Kota Malang. Rosalita Rachma Agusti, SE.,MSA. AK 
 Kota Malang menunjukkan perekonomian yang selalu berkembang, hal 
tersebut ditunjukkan dengan pertumbuhan perekonomiannya yang selalu 
meningkat setiap tahunnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga 
merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tolak ukur 
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Atas kegiatan ekonomi tersebut dikenakan 
pajak berupa Pajak Pertambahan Nilai. PPN dikenakan atas penyerahan barang 
atau jasa kena pajak dan dipungut oleh penjual atau produsen, dalam hal ini 
merupakan wajib pajak pribadi atau badan yang telah dikukuhkan sebagai 
pengusaha kena pajak. PPN memiliki peranan penting bagi sumber penerimaan 
negara dan merupakan penyumbang pajak terbesar kedua di Indonesia. Untuk itu 
penulis ingin mengetahui pengaruh dari PDRB dan jumlah PKP terhadap 
penerimaan PPN di kota malang. 
 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Data penelitian ini bersifat sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik kota Malang (malangkota.bps.go.id) , dan dari KPP yang memiliki 
wilayah kerja di Kota Malang yang terdiri dari KPP Pratama Malang Utara dan 
KPP Pratama Malang Selatan. Data penelitian merupakan data time series,  yakni 
dari tahun 2016 – 2020. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linear berganda dengan bantuan alat statistik berupa aplikasi SPSS versi 
25.0 for windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial PDRB 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN kota Malang. 
Jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN kota Malang.  
Kata Kunci : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah PKP, 




Leni Marlina, 2021, The Effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP) and 
Number of Taxable Enterprise to Receiving Value Added Tax In Malang City. 
Rosalita Rachma Agusti, SE.,MSA. AK 
Malang City shows an economy that is always growing, this is indicated 
by its economic growth which always increases every year. Gross Regional 
Domestic Product (GRDP) is also one of the indicators used to assess the 
economic growth benchmark of a region. These economic activities are subject to 
tax in the form of Value Added Tax. VAT is imposed on the delivery of taxable 
goods or services and is levied by the seller or producer, in this case a personal or 
corporate taxpayer who has been confirmed as a taxable entrepreneur. VAT has an 
important role as a source of state revenue and is the second largest tax 
contributor in Indonesia. For this reason, the author wants to know the effect of 
GRDP and the amount of PKP on VAT receipts in the city of Malang.  
This research uses deskriptif with a quantitative approach. The secondary 
research data were obtained from the Central Bureau of Statistics of the city of 
Malang (malangkota.bps.go.id), and from the KPP which has a working area in 
the city of Malang which consists of KPP Pratama Malang Utara and KPP 
Pratama Malang Selatan. The research data is a time series, which is from 2016 – 
2020. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis with 
the help of statistical tools in the form of SPSS version 25.0 application for 
windows. The results showed that partially GRDP has a positive and significant 
effect on VAT receipts in the city of Malang. The amount of PKP has no effect on 
the income of VAT in Malang.  
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I.1 Latar Belakang 
Sumber pendapatan negara Indonesia untuk memenuhi semua kebutuhan 
negara berasal dari tiga sektor yaitu pajak, non pajak, dan hibah. Diantara ketiga 
sumber penerimaan tersebut, pajak merupakan penyumbang terbesar terhadap 
pendapatan negara, dimana pajak menyumbang sebesar 1.865,7 Triliun, 
penerimaan non pajak sebesar 367,0 Triliun dan hibah sebesar 0,5 Triliun 
(Kemenkeu, 2020). Tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, 
pendorong alokasi sumber daya yang efisien dan proses retribusi pendapatan, 
namun pajak berperan penting dalam proses pembangunan bangsa atau state 
building (Brautigam, fjeldstad, & moore, 2008).  
Selain itu, pajak juga memegang peranan penting dalam sejarah bangsa 
Indonesia karena merupakan tulang punggung dalam membiayai pembangunan 
negara (Darussalam D. , 2020). Selanjutnya peranan pajak dapat dilihat dari 
besarnya kontribusi pajak terhadap pendapatan negara setiap tahunnya. Hal ini 
dapat dilihat dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
Indonesia. Pada tahun 2019, persentase penerimaan pajak ditetapkan sebesar 
1,786,4 triliun atau setara dengan 82,5% dari target Penerimaan Negara 
(Kemenkeu, 2019). Pada tahun 2020 persentase penerimaan pajak meningkat 
menjadi 1.865,7 triliun atau setara dengan 83,5% dari target penerimaan Negara 





dari target APBN 2020 yang sudah diubah melalui Perpres 72/2020 senilai 
Rp1.198,8 triliun. Realisasi pajak itu mengalami kontraksi 19,7% (yoy) 
dibandingkan tahun lalu. Mengingat kondisi yang extraordinary, capaian ini 
dirasa cukup positif  (APBN kita, 2021). 
Berdasarkan data APBN negara Indonesia terdapat beberapa pos 
penerimaan pajak yang diatur oleh Direktorat jenderal pajak yang meliputi Pajak 
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB), Cukai dan pajak lainnya. Berikut ini ditunjukan dari data realisasi 
penerimaan pajak Indonesia selama 5 tahun terakhir pada tabel 1.1 




2016 2017 2018 2019 2020 
Pajak Penghasilan 666.212,40 646.793,50 749.977 772.265,70 670.379,50 
Pajak Pertambahan 
Nilai 
412.213,50 480.724,60 537.267,90 531.577,30 507.516,20 
Pajak Bumi dan 
Bangunan 
19.443,20 16.770,30 19.444,90 21.145,90 13.441,90 






1,20 0 0 0 
Cukai 143.525 153.288,10 159.588,60 172.421,90 172.197,20 
Pajak lainnya 8.104,90 6.738,50 6.629,50 7.677,20 7.485,70 
Jumlah 1.249.499,50 1.304.316,30 1.472.908 1.505.088,20 1.371.020,60 





Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan PPN terus meningkat 
dan signifikan terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan, walaupun pada 
tahun 2020 mengalami penurunan yang diakibatkan oleh adanya pandemi dimana 
diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mengakibatkan 
tingkat konsumsi masyarakat menurun (APBN kita,2021). Sukardji (2015) 
mendefinisikan PPN sebagai pajak konsumsi yang ditujukan atas pengenaan 
barang dan jasa kena pajak yang ada di daerah pabean. Pajak yang dikenakan atas 
setiap nilai yang dapat diidentifikasi peredarannya dari produsen ke konsumen. 
Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM menjelaskan 
bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang 
dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan 
PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi 
masyarakat yang mana adalah objek dari PPN. 
Kegiatan konsumsi bagi negara berkembang seperti indonesia merupakan 
salah satu kegiatan ekonomi yang utama dilakukan, maka dari itu semakin 
bertambah kegiatan konsumsi masyarakat akan berpengaruh kepada jumlah 
penerimaan PPN (Wijayanti, 2015:23). Maka tidak heran jika PPN menjadi 
sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan. Tidak hanya 
di Indonesia, per 1 November 2020 ada 170 negara di dunia menerapkan PPN 
atau Value Added Tax (VAT). Pada tahun 2018, PPN menjadi sumber pajak 
konsumsi terbesar, dengan rata-rata 6,8% dari PDB dan 20,4% dari total 
pendapatan pajak di negara-negara OECD (OECD, 2020). Berdasarkan fenomena 





kegiatan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan faktor internal dan eksternal untuk 
menjaga stabilitas kegiatan perekonomian agar sumber penerimaan negara yang 
berkaitan dengan kegiatan konsumsi seperti PPN tetap terjaga penerimaannya 
(Wahyudi, 2009).  
Syahputra (2009) menjelaskan salah satu faktor eksternal yang dapat 
menentukan penerimaan perpajakan khususnya Pajak Penjualan adalah 
pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data perkembangan pendapatan negara, Pajak 
Pertambahan Nilai terus mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya. Menurut 
kementerian keuangan peningkatan dari PPN ini disebabkan oleh pertumbuhan 
ekonomi. Menurut Sukirno (2015) Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan 
dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 
masyarakat bertambah atau perkembangan fisikal produk barang dan jasa yang 
berlaku disuatu negara. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan 
salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tolak ukur pertumbuhan 
ekonomi suatu wilayah (Sukirno, 2015). Atas kegiatan ekonomi tersebut 
dikenakan pajak perupa PPN. Zimmermannova dkk (2016) menjelaskan bahwa 
penerimaan PPN yang tinggi menunjukkan aktivitas ekonomi yang lebih tinggi 
juga di daerah tertentu yang secara resmi dinyatakan oleh indikator PDRB. 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan jumlah 
nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, 
atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh 
unit ekonomi pada suatu daerah (malangkota.bps.go.id, 2020). PDRB dapat 





yang dimilikinya menjadi barang atau jasa yang dapat menjadi objek PPN dan 
atas konsumsi objek tersebut dapat mempengaruhi penerimaan PPN (Azizah, 
2017). Zimmermannova (2016) menjelaskan bahwa penerimaan PPN secara 
signifikan berhubungan dengan produk Domestik Regional Bruto. 
Faktor Internal untuk menjamin keberlangsungan penerimaan PPN 
dipengaruhi oleh kebijakan di bidang perpajakan. Hal ini dapat dilakukan dengan 
memperluas basis pengenaan pajak, dengan meningkatkan Jumlah PKP yang 
terdaftar (Rahardja & Manurung, 2008). PPN dikenakan atas penyerahan barang 
atau jasa kena pajak dan dipungut oleh penjual atau produsen, dalam hal ini 
merupakan wajib pajak pribadi atau badan yang telah dikukuhkan sebagai 
pengusaha kena pajak (PKP) (Sukardji, 2015). Menurut UU Nomor 42 tahun 
2009, pasal 1 angka 15, PKP didefinisikan sebagai pengusaha yang menyerahkan 
Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), dikenakan 
pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha 
kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali 
pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
Adapun kewajiban dari pengusaha kena pajak diantaranya adalah memungut, 
menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan 
disetor (Sukardji, 2015). 
PKP dipercayakan sebagai pihak ketiga dalam pemungutan PPN atas 
penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) sehingga dengan 
bertambahnya jumlah PKP akan mempengaruhi peningkatan jumlah penerimaan 





semakin banyak pengusaha yang mengukuhkan diri menjadi Pengusaha Kena 
Pajak, maka penyerahan BKP dan JKP akan semakin meningkat sehingga potensi 
penerimaan PPN juga menjadi semakin besar. Pendapat ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Renata (2020) bahwa jumlah PKP berpengaruh 
positif terhadap penerimaan PPN. 
Kota Malang adalah salah satu Kota yang berada di provinsi Jawa Timur. 
Sebagai Kota wisata dan kota pelajar membuat perekonomian kota Malang selalu 
meningkat setiap tahunnya (malangkota.go.id). Badan pusat statistik (BPS) kota 
Malang mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi kota Malang pada tahun 2019 
mencapai 5,78 % dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang 
hanya 5,72%. BPS kota Malang juga mencatat, Pendapatan Domestik Regional 
Bruto kota Malang mencapai 72,77 triliun pada tahun 2019. Kontribusi 
pertumbuhan ekonomi kota Malang pada tahun 2019 tertinggi berasal dari sektor 
perdagangan sebesar 29,46%, industri 25,73%, dan konstruksi 12,61% (subagyo 
dalam www.antaranews.com, 2020). Tiga sektor tersebut tentunya memiliki 
keterkaitan dengan pajak, karena atas transaksi dari tiga sektor tersebut akan 
dikenai pajak. Keseluruhan penerimaan pajak kota Malang dihimpun oleh KPP 
yang memiliki wilayah kerja di Kota Malang yang terdiri dari KPP Malang Utara 
dan KPP Malang Selatan. Salah satu penerimaan Pajak yang yang dihimpun 








Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan PPN Kota Malang Tahun 2016 - 2020 
Tahun 
Jumlah Penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai 
2016 Rp 369.099.853.177 
2017 Rp 573.265.725.249 
2018 Rp 622.279.229.492 
2019 Rp 620.263.680.334 
2020 Rp 621.860.145.419 
 Sumber : KPP Pratama Malang Utara dan KPP Pratama Malang selatan, 
(data diolah peneliti,2021) 
Berdasarkan pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat bahwa jumlah penerimaan 
Pajak Pertambahan Nilai di Kota Malang mengalami kenaikan pada tahun 2016 – 
2018, pada tahun 2019 penerimaan PPN mengalami penurunan, namun pada 
tahun 2020 penerimaan PPN kota Malang mengalami kenaikan kembali. 
Kenaikan Penerimaan PPN di Kota Malang dapat dipengaruhi oleh berbagai 
faktor internal dan eksternal, baik berupa PDRB maupun jumlah PKP. 
Banyak faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan PPN. Variabel 
PDRB dan Jumlah PKP mempunyai keterkaitan erat atas hal tersebut. Variabel 
tersebut merupakan data yang bersifat fluktuatif. Secara langsung maupun tidak 
langsung keduanya dapat mempengaruhi penerimaan PPN.  Penelitian ini dirasa 
penting karena PPN memiliki pengaruh terhadap sumber penerimaan negara dan 
merupakan jenis pajak penyumbang terbesar kedua bagi penerimaan perpajakan di 
Indonesia. Atas dasar tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana kedua 
variabel tersebut yaitu PDRB dan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam 
memengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kota Malang. Agar 
kedepannya Kota Malang dapat mengidentifikasi sebab turunnya realisasi 





penurunan tersebut dan memaksimalkan berbagai hal yang dapat menaikkan 
penerimaan PPN.  
Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang 
berjudul “Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan 
Nilai di Kota Malang”. 
I.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 
permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah: 
1) Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap 
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kota Malang?  
2) Apakah Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) berpengaruh terhadap 
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kota Malang? 
I.3 Tujuan Peneritian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, maka 
tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1) Mengetahui pengaruh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB 
terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kota Malang 
2) Mengetahui pengaruh dari jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap 





I.4 Kontribusi Penelitian 
1.4.1 Kontribusi Teoritis 
Penelitian ini diselenggarakan dengan harapan memperdalam pemahaman 
peneliti dan pembaca serta meningkatkan pemahaman serta wawasan peneliti 
maupun pembaca tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan PPN Kota 
Malang. Selanjutnya, penelitian ini dimaksud sebagai bentuk dukungan terhadap 
pengembangan penelitian yang sudah ada dan menjadi bukti empiris, literature, 
dan reference bagi penelitian yang akan datang. 
1.4.2 Kontribusi Ptaktis 
Penelitian ini diselenggarakan dengan harapan mampu memberikan bentuk 
penerapan dibidang perpajakan terkait dengan pengaruh Produk Domestik 
Regional Bruto dan jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan PPN. 
1.4.3 Kontribusi Kebijakan 
Penelitian ini diselenggarakan dengan harapan bisa memberikan 
pertimbangan dan menjadi masukan kepada pemerintah dalam membuat 
kebijakan untuk meningkatkan Produk domestik Regional Bruto (PDRB) serta 
Jumlah Pengusaha Kena Pajak yang akan berpengaruh terhadap pendapatan Pajak 






I.5 Sistematika Pembahasan 
Sistematika penulisan dalam penelitian ini dirumuskan menjadi 5 bab, 
sebagai berikut ; 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini berisi tinjauan empiris yang menjelaskan penelitian 
terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai dasar untuk 
melakukan penelitian dan kajian – kajian. Selanjutnya bab ini juga 
berisi tinjauan teoritis yang berisi teori yang digunakan, 
pengembangan hipotesis, model konsep, dan hipotesis penelitian 
sebagai landasan dalam menganalisis masalah. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan. 
Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, definisi operasional 
variabel, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, serta analisis 
data. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini memberikan penjelasan terkait hasil penelitian yang telah 
dilakukan dan pembahasan mengenai hasil penelitian. Bab ini berisi 
gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data penelitian, analisis 





BAB V PENUTUP 
Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 







II.1 Tinjauan Empiris 
Tinjauan empiris memuat tentang data hasil penelitian-penelitian terdahulu 
yang relevan, atau sesuai dengan tema dan permasalahan penelitian ini. Tujuan 
dari tinjauan empiris adalah untuk mendukung hasil dari penelitian. Adapun 
penelitian terdahulu yang akan dipakai untuk mendukung penelitian ini yaitu: 
1) Pahala & Muslih (2020) 
Penelitian yang dilakukan oleh Pahala (2020) berjudul “Pengaruh PDRD, 
Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Pengusaha Kena Pajak Terhadap penerimaan 
Pajak Pertambahan Nilai” (studi pada Direktorat Jenderal Pajak Kanwil I Jawa 
Barat Bandung tahun 2015 - 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh dari PDRD, inflasi, Nilai tukar rupiah dan jumlah Pengusaha Kena 
Pajak (PKP) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara simultan dan 
parsial. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis regresi data 
panel dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
yaitu jenis data sekunder dengan populasi yaitu seluruh KPP yang tercatat di 
kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I. Hasil dari penelitian ini 
adalah PDRD, Inflasi, Nilai tukar Rupiah dan PKP secara simultan berpengaruh 
terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Namun secara parsial PDRB dan 
inflasi berpengaruh positif terhadap penerimaan PPN, Nilai Tukar Rupiah dan 





2) Sinambela & Rahmawati (2019) 
Penelitian yang dilakukan oleh Sinambela dan Rahmawati (2019) yang 
berjudul “Pengaruh Inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah Pengusaha Kena Pajak 
terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah Pengusaha Kena Pajak 
terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan analisis statistis analisis regresi berganda. Hasil 
riset menyatakan bahwa inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP secara parsial 
tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Pengujian secara 
simultan inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP berpengaruh signifikan 
terhadap penerimaan PPN. 
3) Masyitah (2019) 
Penelitian yang dilakukan oleh Masyitah (2019) yang berjudul “Faktor-faktor 
yang mempengaruhi Penerimaan PPN dan PPnBM”. Penelitian ini bertujuan 
untuk menguji pengaruh jumlah PKP, PDB, Ekspor, Impor, Inflasi, Konsumsi, 
Suku Bunga serta Jumlah Penduduk terhadap penerimaan PPN dan PPnBM di 
Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan asosiatif. Sumber data 
penelitian adalah data sekunder berupa data berkala berjumlah 30 pengamatan 
dalam kurun waktu tahun 1987-2016. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
regresi linear berganda menggunakan metode kuadrat linierterkecil (OLS). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa secara parsial beberapa variabl berpengaruh 
signifikan terhadap PPN dan PPnBM, tetapi variabel Jumlah PKP, Inflasi, 





dan PPnBM. Dan seluruh variable secara bersama-sama mampu memberikan 
pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan PPN dan PPnBM 
4) Azizah (2017) 
Penelitian yang dilakukan oleh Azizah (2017) yang berjudul “Pengaruh 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap 
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kota Batu Tahun 2011 - 2015 ”. Tujuan 
penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh PDRB dan nilai tukar rupiah terhadap 
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di kota Batu tahun 2011 – 2015. Penelitian 
ini menggunakan jenis penelitian explanatory research dengan menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Lokasi penelitian adalah KPP Pratama Batu. Data yang 
digunakan merupakan data sekunder berupa data time series selama periode 2011 
– 2015. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) dan nilai tukar Rupiah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap 
penerimaan PPN di kota Batu. Selanjutnya Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) dan nilai tukar Rupiah berpengaruh secara bersama-sama terhadap 
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di kota Batu. 
5) Sukamso (2017) 
Penelitian yang dilakukan oleh sukamso (2017) yang berjudul “Analisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di 
Sumatera Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris 
pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Ekspor, Jumlah 
Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan sosialisasi perpajakan baik secara simultan 





2016. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif dan 
data kuantitatif. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa secara simultan, PDRB, 
Inflasi, Ekspor, jumlah PKP dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap 
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara. Secara parsial, 
PDRB, Inflasi dan Ekspor berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara, sedangkan jumlah Pengusaha Kena 
Pajak (PKP) dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh tidak signifikan terhadap 
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Sumatera Utara. 
6) Renata, Kadarisman, & Kaniskha (2016) 
Penelitian yang dilakukan oleh Renata (2016) yang berjudul “Pengaruh 
Inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap penerimaan 
Pajak Pertambahan Nilai ” (studi pada kantor wilayah DJP Jawa timur I). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel inflasi, 
nilai tukar rupiah dan jumlah PKP terhadap penerimaan PPN. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian explanatory research dengan menggunakan pendekatan 
kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan teknik analisis 
data menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah inflasi, 
nilai tukar rupiah dan jumlah PKP berpengaruh secara simultan dan signifikan 
terhadap penerimaan PPN. 
7) Zimmermannova, skalickova, & Siroky (2016) 
Penelitian yang dilakukan oleh Zimmermannovah (2016) yang berjudul 
“What Can Tax Revenues Tell Us About The Economic Activity Of Regions?”. 





indikator dari kegiatan ekonomi daerah (PDB, Pengangguran) dan penerimaan 
pajak daerah yang diperoleh dari pajak yang dikenakan atas kegiatan ekonomi 
(PPN, PPh) di Republik Ceko. Penelitian ini menggunakan analisis korelasi, baik 
secara pearson dan spearman. Sumber data dalam penelitian ini adalah kantor 
statistik Ceko, Kementerian Tenaga Kerja dan Sosial, serta Administrasi 
Keuangan Republik Ceko. Data yang digunakan terdiri dari rincian penerimaan 
PPN, PPh, PDRB dan jumlah pelamar kerja terhadap semua penduduk dalam 
kurun waktu 2005 - 2012. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat hubungan 
positif yang signifikan antara penerimaan PPN daerah dengan nilai PDRB, dan 
hubungan negatif yang signifikan antara penerimaan pajak penghasilan daerah 













Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian Persamaan Penelitian 
1 Pahala dan Muslih. 
2020. Pengaruh PDRD, 
Inflasi, Nilai Tukar 
Rupiah dan Pengusaha 
Kena Pajak Terhadap 
penerimaan Pajak 
Pertambahan Nillai” 
(studi pada Direktorat 
Jenderal Pajak Kanwil I 
Jawa Barat Bandung 
tahun 2015 – 2018) 
Variabel Independen :  
a. PDRB, 
b. Inflai, 
c. Nilai tukar Rupiah 
d. PKP. 
Variabel Dependen: 




 PDRD, Inflasi, Nilai 





Namun secara parsial 
PDRB dan inflasi 
berpengaruh positif 
terhadap penerimaan 
PPN, Nilai Tukar Rupiah 
dan Jumlah Pengusaha 
Kena Pajak tidak 
Berpengaruh terhadap 
penerimaan PPN. 
a. Penulis tidak 
menggunakan variabel 
independen  inflasi, 
nilai tukar rupiah. 
b. Penelitian terdahulu 
mengambil lokasi 
kanwil DJP 1 Jabar 
sedangkan penelitian 
sekarang mengambil 
lokasi penelitian kota 
Malang. 
c. Penelitian terdahulu 
menggunakan tahun 
penelitian 2015 – 2018, 
sedangkan penelitian 
a. Variabel independen 
yang digunakan 
adalah PDRB dan 
PKP. 















Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian Persamaan Penelitian 
sekarang menggunakan 
tahun penelitian 2016 – 
2020. 
d. Penelitian sekarang 
menggunakan analisis 
regresi linear berganda. 
2 Sinambela dan 
rahmawati. 2019. 
Pengaruh Inflasi, nilai 
tukar rupiah dan jumlah 




Variabel Independen :  
a. Inflasi 
b. Nilai tukar 
Rupiah 
c. Jumlah PKP 
Variabel Dependen: 




Hasil riset menyatakan 
bahwa inflasi, nilai tukar 
rupiah dan jumlah PKP 
secara parsial tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap penerimaan 
PPN. Pengujian secara 
simultan inflasi, nilai 
tukar rupiah dan jumlah 
PKP berpengaruh 
signifikan terhadap 
a. Penulis tidak 
menggunakan variabel 
independen inflasi dan 
nilai tukar rupiah. 
b. Penelitian terdahulu 
menggunakan data 
berupa time series dari 
2013 – 2017. 
 
a. Variabel dependen 
yang digunakan sama 
yaitu jumlah PKP. 
b. Analisis data yang 
digunakan sama yaitu 


















Penerimaan PPN dan 
PPnBM. 
Variabel Independen :  






j. Suku Bunga 
k. Jumlah Penduduk 
Variabel Dependen: 








secara parsial beberapa 
variabl berpengaruh 
signifikan terhadap PPN 
dan PPnBM, tetapi 
variabel Jumlah PKP, 
Inflasi, Konsumsi dan 
Suku Bunga tidak 
berengaruh signifikan 
terhadap penerimaan 
PPN dan PPnBM. Dan 
seluruh variable secara 
bersama-sama mampu 
memberikan pengaruh 
yang signifikan terhadap 




Konsumsi, Suku Bunga 
serta Jumlah Penduduk. 
d. Penelitian terdahulu 
menggunakan data 
berupa time series dari 
1987 – 2016 sedangkan 
penelitian sekarang dari 
2016 – 2020. 
 
c. Variabel dependen 
yang digunakan sama 
yaitu jumlah PKP dan 
PDB. 
d. Analisis data yang 
digunakan sama yaitu 













Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian Persamaan Penelitian 
penerimaan PPN dan 
PPnBM 
4 Azizah, nur. 2017. 
pengaruh Produk 
Domestik Regional 
Bruto (PDRB) dan nilai 
tukar rupiah terhadap 
penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai di 
kota batu tahun 2011 – 
2015 
Variabel Independen :  
a. PDRB 
b. Nilai tukar Rupiah 
Variabel Dependen: 





Regional Bruto (PDRB) 
dan nilai tukar Rupiah 
berpengaruh secara 
parsial dan signifikan 
terhadap penerimaan 
PPN di kota Batu. 
Selanjutnya Produk 
Domestik Regional Bruto 




Pajak Pertambahan Nilai 
di kota batu. 
a. Penulis tidak 
menggunakan variabel 
independen Nilai tukar 
rupiah. 
b. Penelitian dahulu 
mengambil lokasi 
penelitian di Kota Batu 
sedangkan Penelitian 
sekarang di Kota 
Malang. 
c. Kurun waktu penelitian 
terdahulu dari tahun 
2011 – 2015 penelitian 
sekarang tahun 2016 – 
2020. 
a. Variabel independen 
yang digunakan sama 
yaitu PDRB. 
b. Variabel dependen 
yang digunakan sama 
yaitu Penerimaan PPN. 
c. Metode analisis yang 
digunakan sama-sama 












Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian Persamaan Penelitian 




Pertambahan Nilai di 














secara simultan, PDRB, 
Inflasi, Ekspor, jumlah 
PKP dan Sosialisasi 
Perpajakan berpengaruh 
terhadap penerimaan 
Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) di Sumatera Utara. 
Secara parsial, PDRB, 
Inflasi dan Ekspor 
berpengaruh signifikan 
terhadap penerimaan 
Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN) di Sumatera Utara, 
sedangkan jumlah 
Pengusaha Kena Pajak 
(PKP) dan Sosialisasi 
Perpajakan berpengaruh 
a. Penulis tidak 
menggunakan variabel 
Inflasi, Ekspor, dan 
sosialisasi perpajakan. 
b. Penelitian terdahulu 
mengambil lokasi 
penelitian di Sumatera 
Utara sedangkan 
peneliti sekarang di 
Kota Malang. 
c. Kurun waktu penelitian 
terdahulu 2011 – 2016 
sedangkan penelitian 
sekarang 2016 – 2020.  
a. Variabel independen 
yang digunakan sama 
PDRB dan Jumlah 
PKP. 
b. Variabel Dependen 


















Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian Persamaan Penelitian 
tidak signifikan terhadap 
penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) 
di Sumatera Utara. 
6 Renata dkk. 2016. 
Pengaruh Inflasi, nilai 
tukar rupiah dan jumlah 
Pengusaha Kena Pajak 
terhadap penerimaan 
Pajak Pertambahan 
Nilai ” (studi pada 
kantor wilayah DJP 
Jawa timur I) 
Variabel Independen :  
a. Inflasi 
b. Nilai tukar Rupiah 
c. Jumlah PKP 
Variabel Dependen: 





Hasil dari penelitian ini 
adalah inflasi, nilai tukar 
rupiah dan jumlah PKP 
berpengaruh secara 




a. Penulis tidak 
menggunakan variabel 
independen inflasi dan 
Nilai tukar rupiah. 
b. Lokasi penelitian 
terdahulu di kanwil 
DJP Jatim 1 sedangkan 
penelitian ini 
menggunakan lokasi 
penelitian kota Malang. 
c. Kurun waktu penelitian 
terdahulu adalah 2010 
– 2014, sedangkan 
a. Variabel independen 
yang digunakan sama 
yaitu Jumlah PKP. 
b. Variabel dependen 
yang digunakan sama 
yaitu Penerimaan PPN. 
c. Metode analisis yang 
digunakan sama-sama 












Hasil Penelitian Perbedaan Penelitian Persamaan Penelitian 
penelitian sekarang 
tahun 2016 – 2020. 
7 Zimmermannova dkk, 
2016. What Can Tax 
Revenues Tell Us 
About The Economic 
Activity Of Regions? 












terdapat hubungan positif 
yang signifikan secara 
statistik antara 
penerimaan PPN daerah 
dengan nilai PDRB, dan 
hubungan negatif yang 
signifikan secara statistik 








e. Penelitian terdahulu 
menggunakan data 




2016 – 2017. 
f. Metode analisis yang 
digunakan berbeda 
a. Variabel independen 
yang digunakan sama 
yaitu PDRB. 
b. Variabel dependen 
yang digunakan juga 
sama yaitu Penerimaan 
PPN. 






II.2 Tinjauan Teoritis 
II.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
II.2.1.1. Pengertian PDRB 
Menurut Munandar & Wardoyo (2015) produk domestik Bruto diartikan 
sebagai nilai output bersih yang sesuai dengan kegiatan perekonomian yang 
dilakukan suatu daerah (baik provinsi maupun kabupaten / kota) selama jangka 
waktu tertentu (satu tahun takwim), meliputi Pertanian, Pertambangan dan 
Penggalian, Manufaktur, Listrik, Gas dan Air, Gedung, Perdagangan, Hotel dan 
Restoran, Transportasi dan Komunikasi, Keuangan, Real Estat dan Layanan 
Bisnis. Selanjutnya Badan Pusat Statistik mendeskripsikan Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB) adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari 
kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa 
memperhatikan apakah apakah produksinya berasal dari atau dimiliki oleh 
penduduk daerah tersebut. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah 
yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau 
merupakan jumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah 
domestik untuk selanjutnya digunakan sebagai konsumsi “akhir ” masyarakat. 
Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator yang biasa 
digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu 
wilayah atau daerah (Sukirno, 2015). Keberhasilan suatu pembangunan sangat 
tergantung pada kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan 





yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan membuat 
struktur ekonomi menjadi seimbang (Dharmayanti, 2011). 
II.2.1.2. Komponen PDRB 
Menurut Badan Pusat Statistik (2020:8) untuk menghitung angka-angka 
PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, adapun komponen yang dapat 
digunakan dijelaskan sebagai berikut ini: 
1) Pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa 
yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam 
jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi dalam 
penyajian ini dikelompokan menjadi 9 lapangan usaha (sektor) yang terdiri 
dari pertanian, peternakan, dan perikanan; Pertambanagn dan Penggalian; 
Industri pengolahan; Listrik, gas, dan air bersih; Konstruksi; Perdagangan 
hotel dan restoran; Pengangkutan dan komunikasi, Keuangan, real estate, dan 
jasa perusahaan; Jasa-asa pelayanan pemerintah. 
2) Pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima 
oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu 
daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). 
3) Pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir 
yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga; pengeluaran konsumsi 
lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT); konsumsi 
pemerintah; pembentukan modal tetap domestik bruto; perubahan inventori, 






II.2.1.3. Kegunaan PDRB 
Menurut Badan Pusat Statistik (2020:7) data PDRB merupakan salah satu 
indikator ekonomi makro yang dapat menunjukan kondisi perekonomian daerah 
setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data PDRD ini antara lain: 
1. PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan suatu 
daerah memanfaatkan sumber daya ekonomi. 
2. PDRB atas dasar harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukan 
laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap komponen 
pengeluaran dari tahun ke tahun. 
3. Distribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran 
menunjukan peranan setiap komponen pengeluaran dalam suatu daerah. 
Komponen dengan peran tersebut menunjukan alokasi penggunaan 
terbanyak dari nilai tambah yang telah tercipta. 
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukan nilai PDRB per 
satu orang penduduk. 
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui 
pertumbuhan nyata ekonomi perkapita penduduk suatu daerah. 
II.2.2 Pajak 
II.2.2.1 Pengertian Pajak 
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 





Menurut Soemitro (Soemitro & Sugiharti, 2014:8) pajak adalah peralihan 
kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang 
yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat imbalan (tagen Prestatie), yang 
langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran 
umum, dan yang digunakan sebagai alat pendorong, peradilan administrasi dalam 
hukum pajak Indonesia. Djajaningrat dalam Resmi (2017:1) menjelaskan pajak 
sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara 
yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan 
kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang 
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik 
dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. 
II.2.2.2 Fungsi Pajak 
Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 
khususnya dalam menopang pembiayaan pembangunan. Resmi (Resmi, 2017:3) 
menjelaskan bahwa terdapat dua fungi pajak, yaitu fungsi budgeter (sumber 
keuangan negara ) dan fungsi regulare (pengaturan). 
a. fungsi budgeter (sumber keuangan negara ) 
Artinya pajak merupakan salah satu penerimaan pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran, baik pengeluaran ruti maupun pengeluaran pembangunan. 
b. fungsi regulare (pengaturan). 
Artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan 






II.2.2.3 Pembagian Hukum Pajak 
Menurut Resmi (2017:4) Hukum pajak dibedakan menjadi dua. Hukum 
pajak materiil dan hukum pajak formal, berikut penjelasan kedua hukum pajak 
tersebut: 
1) Hukum pajak materiil 
Hukum pajak materiil merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, 
perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus 
dikenakan pajak, dan seberapa besar pajaknya. Dengan kata lain, hukum pajak 
materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak beserta 
hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak (Resmi, 2017). Lebih lanjut 
Hukum pajak materiil ini memuat norma-norma yang menerangkan hal – hal 
dibawah ini (Brotodihardjo, 1986): 
a. Keadaan perbuatan 
b. Peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak) 
c. Siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak) 
d. Berapa besar pajak yang dikenakan 
e. Segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak 
f. Hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak 
g. Kenaikan, denda, dan hukuman 
h. Cara – cara pembebasan dan pengembalian pajak 
i. Ketentuan pemberian hak tagihan utama kepada fiskus 





Hukum pajak formil merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara 
untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini 
mengatur cara-cara menyelenggarakan mengenai penetapan suatu utang pajak, 
control oleh pemerintah terhadap penyelenggaraan mengenai penetapan suatu 
utang pajak, control oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban 
para wajib pajak, kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya 
(Resmi, 2017). 
II.2.2.4 Asas Pemungutan Pajak 
Dalam kewajiban perpajakan, tentunya dibutuhkan asas-asas dalam hal 
pemungutan pajak agar terdapat keserasian pemungutuan pajak dengan tujuan 
dipungutnya pajak. Menurut Adam Smith dalam Buku An Iquiri into The Nature 
and Cause of The Wealth of Nations (Waluyo, 2008). Pemungutan pajak 
hendaknya didasari pada asas-asas berikut ini : 
a. Equality 
Artinya pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata. Maksudnya 
pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan 
kemampuan membayar pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat 
yang diterima. 
b. Certainty 
Artinya penetapan pajak tidak ditentukan dengan sewenang-wenangnya. 
Sehingga, Wajib Pajak mengetahui dengan jelas mengenai besarnya pajak 






Artinya waktu pemungutan pajak harus sesuai dengan saat-saat yang 
tidak menyulitkan Wajib Pajak. Seperti contoh pembayaran Pajak 
Penghasilan (PPh) ketika Wajib Pajak telah mendapatkan penghasilan atau 
sering disebut dengan Pay as You Earn. 
d. Economy 
 Artinya biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi 
Wajib Pajak diharapkan dapat seminimum mungkin. 
II.2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
II.2.3.1 Pengertian PPN 
Menurut Alain Tait (Darussalam, Septriadi, & Dhora, 2018) dalam bukunya yang 
berjudul Value Added Tax: International Practice and Problems, mendefinisikan 
PPN sebagai berikut: 
“Value Added is the value that a producer (whether a manufacturer, 
distributor, advertising agent, hairdresser, farmer, race horse trainer or circus 
owner) adds to his raw materials or purchases (other than labor) before selling 
the new or improved product or service. That is, the inputs (the raw materials, 
transport, rent, advertising, and so on) are bought, people are paid wages to 
work on these inputs and, when the final good or service is sold, some profits is 
left. So value added can be looked at from the additive side (wages plus profits) 
or form the subtractive side (output minus inputs). 
Berdasarkan pengertian diatas Pajak Pertambahan Nilai (nilai tambah) dapat 
dilihat dari 2 (dua sisi), yaitu dari sisi pertambahan nilai (upah dan keuntungan), 
serta dari sisi selisih output dikurangi input. Berdasarkan UU Nomor 42 tahun 
2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM, PPN adalah pajak atas 
konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di 





bukan pajak atas kegiatan bisnis. Sasaran pengenaan PPN bukan para pengusaha 
(PKP) melainkan para konsumen (Sukardji, 2015:21). PPN pada dasarnya 
merupakan pajak penjualan yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul 
pada semua jalur produksi. Nilai tambah tersebut merupakan semua faktor 
produksi yang timbul di setiap jalur peredaran suatu barang, seperti bunga, sewa, 
upah kerja, termasuk semua biaya untuk mendapatkan laba (Rosdiana & Tarigan, 
2005:214). Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan Pajak 
Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi yang dikenakan atas barang dan jasa 
yang dipungut atas dasar nilai tambah yang timbul di setiap jalur produksi dan 
distribusi yang dikenakan kepada konsumen. 
II.2.3.2 Elemen Konsep PPN 
Pato dan Marques dalam Darussalam, Septriadi, & Dhora (2018) 
menjelaskan bahwa PPN merupakan pajak tidak langsung yang terutang atas 
konsumsi barang dan jasa, bersifat umum dan netral, serta proporsional terhadap 
harga barang dan jasa. Dengan demikian, pada dasarnya terdapat empat elemen 
konsep dasar PPN sebagai berikut: 
1) pajak tidak langsung (indirect tax) 
PPN merupakan pajak tidak langsung yang beban pajaknya dialihkan 
sepenuhnya kepada konsumen atau pembeli melalui forward shifting. 
Dengan forward shifting, beban PPN tercermin dalam harga barang atau 
jasa yang dibayarkan oleh konsumen atau pembeli. 





PPN merupakan pajak atas konsumsi, yaitu pajak yang dikenakan atas 
seluruh pengeluaran (expenditure) yang dilakukan oleh konsumen akhir. 
Konsekuensi dari penerapan PPN sebagai pajak atas konsumsi barang dan 
jasa adalah PPN tidak dapat dikenakan apabila tidak terjadi kegiatan 
konsumsi. 
3) bersifat umum dan netral 
Sifat umum PPN ditunjukkan pada pengenaan pajak berdasarkan 
pengeluaran yang berkaitan dengan konsumsi barang dan jasa pada setiap 
tahap produksi, distribusi, dan keseluruhan rantai penyerahan. PPN bersifat 
netral artinya, PPN harus dapat menjamin bahwa atas barang dan jasa yang 
dikonsumsi di dalam negeri, akan mendapatkan perlakuan dan menanggung 
beban pajak yang sama tanpa memperhatikan seberapa panjang proses 
produksi dan distribusi yang dilalui. Adapun netralitas PPN ini dapat 
tercipta melalui mekanisme pengkreditan pajak masukan terhadap pajak 
keluaran. 
4) proporsional terhadap harga barang dan jasa 
PPN yang dipungut oleh PKP merupakan pengalian tarif PPN dengan nilai 
transaksi atau harga dari penyerahan barang atau jasa. Oleh karenanya, tarif 
yang berlaku harus tetap proporsional terhadap harga. 
II.2.3.3 Karakteristik PPN 
Menurut Sukardji (2015) PPN di Indonesia memiliki karakteristik yang 






1) Pajak Tidak Langsung 
Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. 
Karakteristik ini memberikan suatu konsekuensi yuridis bahwa antara 
pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas 
pembayaran pajak ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Pemikul 
beban pajak ini secara nyata berkedudukan sebagai pembeli barang kena 
pajak atau penerima jasa kena pajak. Sedangkan penanggung jawab atas 
pembayaran pajak ke kas negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang 
bertindak sebagai penjual barang kena pajak atau pengusaha jasa kena 
pajak. 
2) Pajak Objektif 
Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang saat timbulnya kewajiban 
pajak ditentukan oleh faktor objektif, yaitu adanya taatbestand. Taatbestand  
adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dapat dikenakan 
pajak yang juga disebut dengan nama objek pajak. Kondisi subjektif subjek 
pajak tidak dipertimbangkan. 
3) Multistage Tax 
PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur 
distribusi. Setiap penyerahan barang yang menjadi objek pajak PPN mulai 
dari tingkat pabrikan (manufaktur) kemudian di tingkat pedagang besar 
(wholesaler) dalam berbagai bentuk atau nama dengan tingkat perdagangan 
pengecer (retailer) dikenakan PPN. 





Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang 
diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau dikenai pada saat 
penyerahan barang atau jasa yang disebut pajak keluaran (output tax). 
5) Pajak atas konsumsi dalam negeri 
PPN dikenakan atas impor BKP, sedangkan atas ekspor BKP tidak 
dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (destination 
principle), yaitu pajak dikenakan di tempat barang atau jasa akan 
dikonsumsi.  
6) Bersifat netral 
Netralitas PPN terwujud karena PPN dikenakan atas konsumsi barang 
dan jasa serta PPN menganut prinsip destinasi (destination principle) PPN. 
Pajak Pertambahan Nilai tidak akan mempengaruhi pola konsumsi 
masyarakat karena dikenakan atas barang maupun jasa. Apabila PPN hanya 
dikenakan terhadap konsumsi barang saja, masyarakat akan cenderung lebih 
memilih memanfaatkan jasa karena tidak dipungut PPN, begitu pun 
sebaliknya. Prinsip destinasi menunjukkan bahwa PPN itu netral dalam 
aspek perdagangan internasional karena barang impor akan dikenai pajak 
yang sama dengan barang produksi dalam negeri dan 
barang ekspor akan menanggung beban pajak yang sama dengan barang 
produksi negara tujuan ekspor. 
7) Tidak menimbulkan dampak pengenaan pajak berganda 
PPN tidak menimbulkan pajak berganda karena PPN hanya dipungut 





pengkreditan pajak dalam menghitung pajak yang disetor memberikan hak 
kepada Pengusaha Kena Pajak untuk memperhitungkan PPN yang telah 
dibayar atas perolehan bahan baku, bahan pembantu, dan barang modal dari 
pengusaha lain. 
II.2.3.4 Objek PPN 
Dalam Undang-Undang PPN dan PPnBM nomor 42 tahun 2009 pasal 4 
disebutkan bahwa objek PPN dikenakan atas : 
a. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan 
oleh Pengusaha; 
b. impor Barang Kena Pajak; 
c. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 
Pengusaha; 
d. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean 
di dalam Daerah Pabean; 
e. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah 
Pabean; 
f. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 
g. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; 
dan 
h. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. 
II.2.3.5 Subjek PPN 
Subjek Pajak Pertambahan Nilai tersirat dibalik ketentuan yang mengatur 
tentang objek pajak yaitu pada pasal 4 ayat 1, pasal 16C dan pasal 16D undang – 
Undang PPN dan PPnBM. Subjek Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan oleh 
Sukardji (2015) sebagai berikut: 
a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) 
Yang dimaksud dengan Pengusaha Kena Pajak adalah mereka sebagai 





penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-
Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Atas Barang-Barang Mewah. 
b. Pengusaha non PKP  
Merupakan perusahaan yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak (PKP), sehingga kepadanya tidak disematkan kewajiban-kewajiban 
untuk memungut dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), meski 
kegiatan penyerahan barang dan/atau jasa yang dilakukan termasuk 
penyerahan Barang kena pajak /Jasa Kena Pajak.  
II.2.3.6 Dasar Pengenaan PPN 
Dasar Pengenaan Pajak dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17 UU Pajak 
Pertambahan Nilai 2009 dimana Dasar Pengenaan Pajak merupakan jumlah dari 
harga jual, penggantian, nilai-nilai impor, nilai ekspor juga nilai lainnya yang 
digunakan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan pajak yang terutang. Budi 
(2017) menjelaskan bahwa dasar pengenaan PPN adalah sebagai berikut: 
1) Harga Jual dan Penggantian 
Dalam Pasal 1 angka 18 disebutkan bahwa harga jual merupakan nilai 
yang berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta 
oleh penjual karena penyerahan BKP (Barang Kena Pajak), tidak termasuk 
PPN yang dipungut berdasarkan undang-undang ini dan potongan harga yang 
dicantumkan pada faktur pajak. Kemudian dalam Pasal 1 angka 19 UU PPN 
disebutkan bahwa penggantian merupakan sebuah nilai yang berupa uang yang 
terbentuk karena adanya penyerahan JKP, ekspor JKP, serta kegiatan ekspor 





undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, 
ataupun nilai berupa uang yang dibayarkan atau seharusnya dibayarkan oleh 
Penerima Jasa karena adanya kegiatan pemanfaatan JKP maupun yang 
menerima manfaat dari BKP Tidak Berwujud. 
2) Nilai Impor 
Pengertian Nilai Impor yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 20 merupakan 
sebuah peraturan perundang-undangan dimana nilai berupa uang yang 
dijadikan dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor BKP 
(Barang Kena Pajak), tidak termasuk PPN dan Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah. 
3) Nilai Ekspor 
Nilai Ekspor adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta 
atau yang seharusnya diminta oleh eksportir. 
4) Nilai Lain 
Nilai lain adalah nilai berupa uang yang diatur dengan atau berdasarkan 
peraturan menteri keuangan dalam hal harga jual, nilai pengganti, nilai impor, 
dan nilai ekspor sukar ditetapkan dan/atau untuk menjamin rasa keadilan dalam 
hal penyerahan barang kena pajak yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. 
Nilai lain diatur dalam ketentuan PMK-75/PMK 03/2010 sebagaimana telah 
diamandemen menjadi PMK No. 121/PMK 03/2015 sebagai berikut : 
a. untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak 
adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor; 
b. untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena 






d. untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul 
film; 
e. untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual 
eceran; 
f. untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang 
menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa 
pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar; 
g. untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau 
sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak antar cabang adalah 
harga pokok penjualan atau harga perolehan; 
h. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui pedagang perantara adalah 
harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli; 
i. untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga 
lelang; 
j. untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) 
dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau 
k. untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen 
perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan 
pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada 
pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan 
adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang 
seharusnya ditagih; 
l. untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang 
di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya 
transportasi (freight charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah 
yang ditagih atau seharusnya ditagih.  
II.2.3.7 Tarif PPN 
Menurut Undang – Undang PPN tahun 2009 pasal 7 tarif PPN adalah 
sebagai berikut: 
1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen). 
Dengan peraturan pemerintah tarif ini dapat diubah menjadi paling rendah 5% 
dan paling tinggi 15%. 
2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas: 
a. Ekspor BKP Berwujud 





c. Ekspor JKP 
II.2.3.8 Cara dan Metode Penghitungan PPN 
Berdasarkan UU PPN tahun 2009 pasal 8A ayat 1 , PPN yang terutang 
dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar pengenaan Pajak (DPP). 
Menurut Undang Undang PPN tahun 2009 pasal 9 ayat 2, pajak masukan dalam 
suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang 
sama, apabila: 
a. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum 
melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan 
dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan. Pajak Masukan yang 
dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan. 
b. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak 
masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. 
c. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 
lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan 
pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. 
Menurut Rosdiana, Irianto, & Putranti (2011) terdapat 3 metode yang paling 
umum digunakan oleh beberapa negara untuk menghitung PPN terutang, yaitu; 
a. Indirect substraction method 
Penghitungan PPN yang akan disetorkan ke kas negara dengan cara 
mengurangkan pajak atas perolehan barang atau jasa dengan pajak atas 
penjualan barang atau jasa 
b. Credit method 
Penghitungan PPN yang akan disetorkan ke kas negara dengan cara 
mengkreditkan pajak masukan dengan pajak keluaran. Pajak yang dibayarkan 
kepada penjual dinamakan pajak masukan, sedangkan pajak yang dipungut 





c. Invoice method 
Untuk mengetahui berapa pajak yang harus dipungut dan telah dibayar 
dibuktikan dengan adanya faktur pajak. Faktur pajak dibuat oleh PKP yang 
melakukan penyerahan BKP atau kepada BKP dan JKP. 
II.2.4 Pengusaha Kena Pajak 
II.2.4.1 Pengertian PKP 
Berdasarkan Undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 5 
dijelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP ) adalah pengusaha yang 
melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak 
yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 
yang terakhir kali berubah menjadi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009. 
Sedangkan pengusaha adalah orang pribadi orang pribadi atau badan dalam 
bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan 
barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, 
memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha 
jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean (UU KUP pasal 1 ayat 4). 
Apabila dikembangkan lagi hal kata Pengusaha Kena Pajak dapat dijabarkan 
dalam beberapa variasi kegiatan penyerahan sebagaimana dijelaskan oleh Sukardji 
(2015:185) sebagai berikut: 
a. Prinsip dasar yang harus tetap diingat adalah PKP menyerahkan BKP atau 
JKP kepada siapapun, dikenai PPN. 
b. Ketika PKP memperoleh BKP atau JKP tidak dikenai PPN, mungkin 
karena yang melakukan penyerahan masih tergolong sebagai pengusaha 
kecil atau belum dikukuhkan sebagai PKP, atau sudah dikukuhkan sebagai 





melakukan penyerahan BKP atau JKP tersebut dalam mata rantai jalur 
distribusi berikutnya kepada siapapun, tetapi tidak dikenai PPN. 
c. PKP menyerahkan non BKP atau JKP tidak dikenai PPN. 
d. Non PKP menyerahkan apa pun (BKP /non BKP/JKP/Non JKP) kepada 
siapapun tidak dikenai PPN. 
e. Meskipun ketika non PKP memperoleh BKP/JKP membayar PPN kepada 
PKP yang melakukan penyerahan, apabila kemudian BKP atau JKP 
tersebut diserahkan kepada siapapun, tidak dikenai PPN. 
II.2.4.2 Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa 
setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan 
Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib 
melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah 
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan 
tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena 
Pajak (PKP). Selanjutnya Budi (2017) menjelaskan bahwa surat pengukuhan 
Pengusaha Kena Pajak diberikan kepada pengusaha yang telah memenuhi 
syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban 
dibidang Pajak Pertambahan Nilai. Surat pengukuhan PKP tersebut berfungsi 
sebagai identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya dan untuk 
pengawasan administrasi perpajakan.  
Berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007 pasal 2 ayat 4 dan 42 
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau 
mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan apabila Wajib Pajak atau 
Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajibannya. Kewajiban 





dan/atau yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan 
sebagaimana dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif 
dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya Nomor Pokok 
Wajib Pajak dan/atau dikukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). 
II.2.4.3 Kewajiban dan Hak PKP 
Menurut Undang-Undang PPN pasal 3a ayat 1 dijelaskan ada beberapa 
hal yang wajib dilakukan oleh PKP, yaitu; 
a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak 
b. Memungut pajak yang terutang 
c. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran 
lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan serta 
menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. 
d. Melaporkan perhitungan Pajak. 
Empat macam kewajiban ini sudah disusun secara kronologis, tidak dapat 
diputar-balik. Tanpa melaksanakan kewajiban yang pertama, PKP tidak 
mungkin dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban berikutnya (Sukardji, 
2015:194). Selain memiliki kewajiban yang harus dilakukan, PKP juga 
memiliki Hak yang diatur dalam undang-undang PPN yaitu: 
a. Hak untuk dapat mengkreditkan pajak masukan. 
b. Hak untuk mengkompensasi dan/atau merestitusi kelebihan pajak. 
c. Hak untuk mengajukan keberatan dan banding. 
II.2.4.4 Pengesahan Terhadap PKP 
Sukardji (2015:219) menjelaskan beberapa tata cara pengawasan 





1) KPP melakukan pengawasan terhadap Pengusaha yang telah dikukuhkan 
sebagai PKP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PKP dan 
pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif PKP, 
2) Pengawasan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, 
3) Pengawasan dapat dilakukan melalui konfirmasi lapangan dan KPP dapat 
meminta dokumen yang diperlukan kepada PKP, dan PKP wajib 
memenuhi permintaan dokumen yang maksud, 
4) Hasil pengawasan dapat digunakan sebagai: 
a. Dasar untuk melakukan perubahan data PKP secara jabatan dalam 
sistem administrasi perpajakan. 
b. Bahan pertimbangan untuk melakukan pencabutan pengukuhan PKP 
secara jabatan. 
c. Dasar untuk melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang – undangan dibidang perpajakan. 
II.2.4.5 Pencabutan Pengukuhan PKP 
Budi (2017:99) menjelaskan bahwa pencabutan pengukuhan PKP 
dilakukan terhadap PKP yang sudah tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif 
dan / atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
dibidang perpajakan. Pencabutan pengukuhan PKP dapat dilakukan oleh 
kepala KPP berdasarkan permohonan pencabutan pengukuhan PKP  atau 
secara jabatan. Adapun tata cara permohonan pencabutan PKP menurut 






1) Permohonan pencabutan pengukuhan PKP 
a. PKP menyampaikan permohonan pencabutan pengukuhan PKP kepada 
KPP atau KP2KP tempat dikukuhkan. 
b. Permohonan pencabutan pengukuhan PKP dilakukan secara elektronik 
atau tertulis, dan dilampirkan dengan dokumen yang menunjukan 
bahwa PKP tidak lagi melakukan penyerahan barang atau jasa. 
c. Permohonan secara elektronik disampaikan melalui saluran tertentu 
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
d. Permohonan secara tertulis disampaikan secara langsung; melalui pos 
dengan bukti pengiriman surat; dan melalui perusahaan jasa ekspedisi 
atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. 
e. Pencabutan pengukuhan PKP berdasarkan permohonan PKP dilakukan 
berdasarkan hasil Pemeriksaan. 
f. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Kepala KPP menerbitkan keputusan 
atas permohonan tersebut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak 
tanggal permohonan PKP diterima secara lengkap. 
g. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah 
terlampaui dan Kepala KPP tidak menerbitkan keputusan, permohonan 
PKP dianggap dikabulkan dan Kepala KPP menerbitkan surat 
keputusan pencabutan pengukuhan PKP dalam jangka waktu paling 
lama satu bulan setelah jangka waktu setelah jangka waktu sesuai 
ketentuan terlewati. 





a. Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan, dilakukan terhadap PKP 
yang tidak lagi melakukan penyerahan barang atau jasa. 
b. Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan dilakukan berdasarkan 
hasil Pemeriksaan atau hasil penelitian administrasi. 
c. Pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan melalui penelitian 
administrasi dilakukan terhadap PKP tertentu yang memenuhi kriteria 
sebagai berikut: PKP dengan status Wajib Pajak Non-Efektif; PKP yang 
tempat terutangnya PPN telah dipusatkan di tempat lain; PKP 
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak pengukuhan PKP yang 
telah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 
PKP yang pindah alamat tempat tinggal, tempat kedudukan, dan/atau 
tempat kegiatan usaha ke wilayah kerja KPP lainnya; PKP yang telah 
dinonaktifkan sementara Sertifikat Elektroniknya dan tidak melakukan 
klasifikasi atau klarifikasinya ditolak ; PKP dengan keadaan tertentu 
yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
d. Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan melalui penerbitan keputusan 
pencabutan pengukuhan PKP. 
e. Berdasarkan pertimbangan kemudahan administratif, Direktur Jenderal 
Pajak secara jabatan dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP 






II.3 Hubungan Antar Variabel 
II.3.1 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penerimaan 
PPN 
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu faktor ekonomi makro yang 
menentukan penerimaan Pajak (Syahputra, 2006).Pertumbuhan ekonomi dari 
sudut tinjauan ekonomi dapat direfleksikan oleh penambahan dari Produk 
Domestik Regional Bruto (Tambunan, 2015). Selain itu syahputra (2006) 
menjelaskan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi semakin banyak pula 
kapasitas pajak yang tercermin dari PDB secara Nasional dan PDRB secara 
regional. PDRB adalah nilai output  bersih yang sesuai dengan kegiatan 
perekonomian yang dilakukan suatu daerah selama jangka waktu tertentu 
(Munandar & Wardoyo, 2015). Jika PDRB suatu daerah meningkat maka 
kemampuan daerah dalam membayar pajak (ability to pay) juga akan meningkat 
(Nurcholis, 2005). Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi Produk Domestik 
Regional Bruto akan diikuti oleh semakin tingginya penerimaan pajak pusat. 
PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa oleh 
masyarakat dan termasuk salah satu pajak pusat. Kegiatan konsumsi bagi negara 
berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama 
yang dilakukan, maka dari itu semakin bertambah kegiatan konsumsi 
masyarakat berarti akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan PPN 
(Wijayanti, 2015). 
Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pahala & Muslih 





penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di kota Bandung pada tahun 2015 - 2018. 
Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Azizah (2017), juga 
mengemukakan bahwa Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif 
terhadap penerimaan PPN kota Batu pada tahun 2011 – 2015. Hal ini juga 
didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh oleh Zimmermannova, 
skalickova, & Siroky (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif 
yang signifikan antara penerimaan PPN daerah dengan nilai Produk Domestik 
Regional Bruto di Republik Ceko dalam kurun waktu 2005 – 2012.  
II.3.2 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan PPN 
Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak yang selalu meningkat 
setiap tahunnya di dalam APBN, Direktorat Jenderal Pajak berupaya melakukan 
berbagai hal termasuk melakukan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak.  
Faktor Internal untuk menjamin keberlangsungan penerimaan PPN dipengaruhi 
oleh kebijakan di bidang perpajakan. Hal ini dapat dilakukan dengan 
memperluas basis pengenaan pajak, dengan meningkatkan Jumlah PKP yang 
terdaftar (Rahardja & Manurung, 2008). Pengusaha Kena Pajak adalah 
pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan 
jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak 
Pertambahan Nilai (UU KUP 2007). Selain itu tingkat kepatuhan PKP menjadi 
hal yang penting dalam hubungannya dengan penerimaan PPN, karena PKP 
adalah pemungut PPN dari transaksi penjualan barang atau penyerahan jasa yang 





transaksi yang dikenakan PPN. Oleh karena itu keberadaan PKP yang terdaftar 
merupakan hal yang penting bagi penerimaan PPN di suatu daerah.  
Berdasarjan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Renata, Kadarisman, 
& Kaniskha (2016) bahwa jumlah PKP berpengaruh secara positif terhadap 
penerimaan PPN. Namun bertolak belakang dari penelitian terdahulu lainnya 
yang dilakukan oleh Sinambela dan Rahmawati (2019) dimana mereka 
menjelaskan bahwa jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. 
Pernyataan ini juga sama dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 
Pahala (2020) bahwa tidak ada pengaruh antara jumlah PKP terhadap 
penerimaan PPN di kota bandung pada tahun 2015 – 2018.  
II.4 Model Konsep 
Penelitian ini menggunakan model konsep dalam rangka mempermudah proses 
analisis. Model konsep menjelaskan suatu hubungan atau kaitan antara konsep 
satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan 2 faktor yang mempengaruhi penerimaan 
PPN yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah Pengusaha Kena 
Pajak (PKP). Berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu serta 
permasalahan yang telah dikemukakan tersebut, maka model konsep dalam 















Sumber : Diolah Peneliti 2021 
Berdasarkan gambar 2.1 menjelaskan bahwa variabel independen  Produk 
Domestik Regional Bruto dan jumlah Pengusaha Kena Pajak memengaruhi 
variabel independen yaitu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. 
II.5 Model Hipotesis 
Sugiyono (2016) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban 
sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena 
jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas 
dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang 
dirumuskan. Dalam mengidentifikasi permasalah yang akan diuji dalam 
penelitian ini dijelaskan pada model hipotesis. Berdasarkan dugaan yang telah 






Pajak (PKP) X2 
Penerimaan PPN (Y) 





Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap 
variabel Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Hipotesis dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut:  
 
Gambar 2.2. Hodel Hipotesis 
Sumber : Diolah Peneliti (2021) 
Keterangan : 
Keterangan Hipotesisi : 
Hipotesis 1 (H1)  : Variabel Produk Domestik Regional Bruto (X1) 
berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan 
Nilai (Y) di Kota Malang. 
Hipotesis 2 (H2)  : Variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak (X2) 
berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan 
Nilai (Y) di Kota Malang. 
Produk Domestik 
Regional Bruto (X1) 
Jumlah Pengusaha Kena 
Pajak (X2) 








III.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah adalah metode yang berfungsi 
untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 
melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa 
melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 
2014). Sedangkan penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2017:17) adalah 
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk 
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 
instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/ statistik, dengan tujuan 
untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
Alasan peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena pendekatan 
secara kuantitatif dapat mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa yang 
menjadi fenomena dalam bentuk angka, serta mengukur variabel-variabel 
dengan menggunakan instrumen penelitian yang ada. Sedangkan alasan peneliti 
mengambil jenis penelitian deskriptif adalah mengetahui bagaimana Pengaruh  
Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah pengusaha Kena Pajak secara 





III.2 Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian adalah letak akan dilakukannya penelitian untuk 
memperoleh data atau informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalah 
dalam penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian pada Kantor 
Pelayanan Pajak yang memiliki wilayah kerja di kota Malang. Dimana KPP yang 
memiliki wilayah kerja kota Malang meliputi KPP Pratama Malang Utara dan 
KPP Pratama Malang selatan. Dengan pertimbangan bahwa data yang dibutuhkan 
yaitu realisasi penerimaan PPN serta jumlah PKP untuk kota Malang bisa 
diperoleh dan tersedia pada KPP tersebut. Pemilihan lokasi ini berdasarkan letak 
kota Malang yang strategis. Selain itu kota Malang makin berkembang dari tahun 
ke tahun diikuti dengan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi kota 
Malang meningkat beriringan dengan berkembangnya sektor perdagangan dan 
industri (malangkota.go.id, 2021). Sehingga sektor tersebut memiliki potensi 
penggalian pajak yang tidak sedikit, termasuk didalamnya Pajak Pertambahan 
Nilai. Adapun data yang dibutuhkan selain Realisasi Penerimaan PPN adalah 
jumlah Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di kota Malang, serta data Produk 
Domestik Regional Bruto diperoleh dari situs malangkota.bps.co.id. 
III.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek 
atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2019:68). Variabel 





Dependen; dan 2) Variabel Independen. Adapun penjelasan variabel-variabel 
tersebut adalah sebagai berikut: 
III.3.1 Variabel Dependent (Terikat) 
Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 
akibat, karena adanya variabel bebas atau independen (Sugiyono, 2019:69). 
Variabel ini juga sering disebut sebagai variabel output, kriteria, dan konsekuen. 
Adapun variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai (Y) 
III.3.2 Variabel Independen (Bebas) 
Variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi atau yang 
menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 
2019:69). Variabel ini juga sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor, 
dan anteseden. Adapun variabel independen dalam penelitian ini yaitu: 
a. Produk Domestik Regional Bruto (X1) 
b. Pengusaha Kena Pajak (X2) 
III.3.3 Definisi Operasional Variabel 
Menurut Sugiyono (2015:38), definisi operasional adalah penentuan 
konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat 
diukur. Definisi operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing 
variabel penelitian yang digunakan terhadap indikator yang membentuknya. 
Definisi operasional variabel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 





Tabel 3.1 Definisis Operasional Variabel 
Sumber ; Diolah  peneliti 2021 
III.4 Skala Pengukuran 
Skala pengukuran merupakan prosedur pemberian angka pada suatu objek 
agar dapat menyatakan karakteristik dari objek tersebut (Siregar, 2017:22). Skala 
pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala rasio. Skala rasio 







diartikan sebagai nilai 
output bersih yang sesuai 
dengan kegiatan 
perekonomian yang 
dilakukan suatu daerah 
selama jangka tertentu 





PDRB kota Malang pada 
periode 2016 -2020. Data 
yang digunakan adalah 
PDRB menurut 
Pendekatan pengeluaran 






barang kena pajak atau 
jasa kena pajak yang 
dikenai pajak 








Jumlah PKP kota Malang 
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merupakan skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai 
jarak yang sama. Skala rasio mempunyai hasil pengukuran untuk nilai yang 
sesungguhnya, bukan kategori seperti pada skala nominal, skala ordinal, maupun 
skala interval. 
III.5 Populasi dan Sampel 
Menurut sugiyono (2019:126) Populasi adalah wilayah generalisasi yang 
terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya. Jadi populasi tidak hanya orang, tetapi juga dapat berbentuk 
objek dan benda lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek 
atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang 
dimiliki oleh subjek atau objek itu. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 
populasi dalam penelitian ini adalah data PDRB, Jumlah PKP dan jumlah 
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di kota Malang dalam kurun waktu 2016 
hingga 2020 yang diambil setiap bulan dengan total pengamatan berjumlah 60 
pengamatan. 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi tersebut (Sugiyono, 2019). Penentuan sampel memerlukan ketelitian, 
karena sampel yang baik harus representatif untuk mewakili populasi. Teknik 
penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 
Nonprobability Sampling dengan Sampling Jenuh . Menurut Sugiyono (2019), 
Nonprobability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak 





untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan sampling jenuh adalah teknik 
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. 
Sampel yang digunakan merupakan data time series dalam kurun waktu 2016 – 
2020 dengan rincian data realisasi penerimaan PPN, jumlah PKP dan data PDRB 
sejak 2016 hingga 2020 dengan data bulanan maka sampelnya sebanyak 60 
pengamatan. 
III.6 Jenis dan Sumber Data 
III.6.1 Jenis Data 
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif. 
Dikatakan kuantitatif karena data penelitian ini berupa angka-angka dan 
dianalisis menggunakan aplikasi statistik. Data kuantitatif pada penelitian ini 
adalah data Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, 
dan penerimaan PPN kota Malang Tahun 2016 – 2020. 
III.6.2 Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data 
sekunder adalah data yang dikumpulkan dari pihak kedua atau dari sumber-
sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan (Silalahi, 2012). 
Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data Produk 
Domestik Regional Bruto, jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Jumlah 
Penerimaan PPN kota malang tahun 2016 – 2020. Data Produk Domestik 
Regional Bruto diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik Kota malang yaitu 
malangkota.bps.go.id yang diubah menjadi data bulanan melalui teknik 





analisis data. Sedangkan data Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Penerimaan 
PPN diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak yang memiliki wilayah kerja kota 
malang yang terdiri dari KPP Pratama Malang Utara dan KPP Pratama Malang 
Selatan tahun 2016 – 2020. 
III.7 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan 
data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
III.7.1 Studi Pustaka 
Menurut Sugiyono (2016:291) studi kepustakaan berkaitan dengan kajian 
teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang 
berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi pustaka sangat 
penting dalam melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian tidak akan 
lepas dari literatur – literatur ilmiah. Data diperoleh dari data yang relevan 
terhadap permasalahan yang akan diteliti dengan melakukan studi pustaka 
lainnya seperti buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu. 
III.7.2 Teknik Dokumentasi 
Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan 
informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang 





2016). Dokumentasi digunakan mengumpulkan data kemudian dianalisis dan 
ditelaah. Peneliti mengumpulkan data dengan cara mencatat dokumen yang 
berhubungan dengan penelitian ini. Pencatatan data berhubungan dengan variabel 
yang diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder 
berupa data kuantitatif yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto, Jumlah 
PKP dan Penerimaan PPN kota malang pada periode 2016 – 2020. 
III.8 Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah 
semua data yang diperlukan sudah diperoleh secara lengkap dengan tujuan untuk 
memecahkan masalah penelitian, memperlihatkan hubungan antar fenomena yang 
diteliti, dan memberikan jawaban hipotesis yang diajukan. Ketajaman dan 
ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan dalam 
pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan 
yang penting dalam proses penelitian. Adapun analisis data yang digunakan dalam 
penelitian yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. 
Analisis statistik inferensial tersebut terdiri dari analisis regresi linear berganda, 
uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Dalam menganalisis data digunakan 
bantuan software IBM SPSS versi 25.0 for Windows. Software Statistical Product 
and Service Solutions (SPSS) merupakan sebuah program aplikasi yang memiliki 
kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data 






III.8.1 Analisis Statistik Deskriptif 
Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 
telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 
berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2019). Analisis ini digunakan 
untuk memberikan gambaran secara umum data dalam penelitian. Statistik 
deskriptif menyajikan keterangan secara menyeluruh mengenai variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini. 
III.8.2 Analisis statistik inferensial 
Analisis statistik inferensial atau statistik induktif/probabilitas menurut 
Sugiyono (2019) adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data 
sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Analisis ini dapat 
memberikan jawaban dari hasil pengujian hipotesis. 
1. Uji Asumsi Klasik 
Sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka data telah diperoleh 
dalam penelitian ini akan diuji terlebih dahulu untuk memenuhi asumsi dasar 
agar dapat diketahui sejauh mana hasil regresi dapat diandalkan tingkat 
keakuratannya. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini 
meliputi : 
A. Uji Normalitas 
Menurut Ghozali (2013:160) uji normalitas adalah pengujian yang 
bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen maupun dependen 





dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal 
sehingga kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk 
jumlah sampel kecil.  Model regresi yang baik adalah distribusi data normal 
atau mendekati normal. Deteksi normalitas dapat ditentukan dengan melihat 
penyebaran data pada sumbu diagonal dari grafik. Untuk memperkuat asumsi 
normalitas data, dapat digunakan uji kolmogorov-smirnov. Berikut dasar 
analisis yang digunakan pada uji Kolmogorov-smirnov: 
1. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) menunjukkan nilai signifikansi lebih 
dari taraf nyata (> 0,05), maka distribusi data residual dikatakan 
normal. 
2. Jika nilai Asymp. Sig. (2-tailed) menunjukkan nilai signifikansi 
kurang dari taraf nyata (< 0,05), maka distribusi data residual 
dinyatakan tidak normal. 
B. Uji multikolinearitas 
Menurut Ghozali (2013), Uji multikolinearitas bertujuan untuk 
mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel bebas/independen 
dengan model regresi. Hasil model korelasi yang baik adalah jika tidak terjadi 
korelasi dengan variabel independen. Model regresi yang seharusnya 
variabel-variabel independen tidak ada korelasi. Untuk mendeteksi ada atau 
tidaknya korelasi tersebut, dapat dilihat dari nilai tolerance setiap variabel 
independen dan variance inflation factor (VIF). Besarnya VIF dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
VIF = 
 






Pengujian dengan Uji Multikolinearitas dilakukan dengan membuat 
hipotesis : 
a) Tolerance value  <  0,010 atau VIF  >  10 , maka terdapat 
Multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi; 
b) Tolerance value  >  0,010 atau VIF  <  10 , maka tidak ada 
Multikolinearitas anatar variabel independen dalam model regresi. 
C. Uji heteroskedastisitas 
Ghozali (2013) memaparkan bahwa uji heteroskedastisitas bertujuan 
untuk menguji terjadinya ketidaksamaan variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan lain dalam regresi. Apabila variance dari residual 
satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas 
dan jika sebaliknya disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik 
adalah terjadinya homoskedastisitas. Uji Spearman’s Rho digunakan dalam 
penelitian ini sebagai metode uji heteroskedastisitas. Uji Spearman’s Rho 
melihat signifikansi nilai antara masing-masing variabel independen dengan 
residual nya (Priyatno, 2014). Menurut Ghondang & Hantono (2020), 
keputusan dalam uji Spearman diambil menggunakan dasar sebagai berikut : 
a) Apabila hasil uji menunjukkan p-value atau signifikansi lebih besar 
dari (>) 0.05, maka data tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. 
b) Apabila hasil uji menunjukkan p-value atau signifikansi lebih kecil 






D. Uji autokorelasi 
Uji autokorelasi menurut ghozali (2013:139) adalah menguji ada atau 
tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 
kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) dalam model regresi 
linear. Masalah autokorelasi muncul karena adanya residual tidak bebas dari 
satu observasi ke observasi lainnya yang sering ditemukan pada data time 
series. Jika terjadi korelasi maka dapat dipastikan mengalami masalah 
autokorelasi. Model regresi yang diharapkan adalah model regresi yang bebas 
dari autokorelasi. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi 
adalah menggunakan Uji Durbin-Watson (DW). Hasil pengujian ditentukan 
berdasarkan nilai Durbin-Watson (DW test). Pengambilan keputusan ada 
tidaknya autokorelasi: 
Tabel 3.2 Pengambilan keputusan ada dan tidaknya Autokorelasi 
Hipotesis Nol Keputusan Jika 
Tidak ada autokorelasi positif  Tolak 0 < d < dl  
Tidak ada autokorelasi positif No desicision dl ≤ d ≤ du 
Tidak ada autokorelasi negatif  Tolak 4 – dl < d < 4 
Tidak ada autokorelasi negatif No desicision 4 – du ≤ d ≤ 4 
– dl 
Tidak ada autokorelasi, positif 
atau negatif 
Tidak Ditolak du < d < 4 – du 
Sumber : Ghozali (2013:111) 
2. Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis regresi linear berganda adalah suatu teknik statistik yang 





variabel independen (X1, X2,…,Xn) dengan variabel dependen (Y). Jadi, 
analisis regresi linear berganda akan dilakukan, jika variabel independen 
berjumlah minimal 2 (Sugiyono, 2017:275). Penelitian ini menggunakan 
analisis Regresi linear berganda karena memiliki dua variabel independen 
yaitu Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak 
dengan variabel dependen yaitu penerimaan PPN. Berdasarkan variabel-
variabel tersebut model persamaan regresi pada penelitian ini adalah: 
Y = α + β1 x1 + β2 x2 + e 
Keterangan : 
Y = Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 
α =Konstanta 
β1 =Koefisien Regresi Produk Domestik Regional Bruto 
β2  =  Koefisien Regresi Jumlah PKP 
x1 =  Produk Domestik Regional Bruto 
x2 =  Jumlah PKP 
e =  Kesalahan (faktor penganggu) 
3. Pengujian Hipotesis 
Pada penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan tiga bentuk 
pengujian yaitu uji signifikan parameter individual (uji statistic t), uji 
signifikan simultan (uji statistic F), dan koefisien determinan (R
2
).  
A. Uji Signifikan Parameter Individual (uji statistik t) 
Ghozali (2013:98) menyebutkan bahwa uji statistik t pada dasarnya 





individual terhadap variasi variabel dependen. Pengujian ini menggunakan 
perbandingan thitung dengan T tabel dengan level signifikansi sebesar 
0,05 (α=5%). Dalam penelitian ini menggunakan pengujian satu arah (one 
tailed). Penerimaan atau penolakan hipotesis dengan kriteria sebagai 
berikut: 
a) Apabila thitung > T tabel atau nilai signifikansi < 0,05 maka hipotesis 
akan diterima, Artinya, variabel independen berpengaruh secara 
parsial terhadap variabel dependen. 
b) Apabila thitung < T tabel atau nilai signifikansi > 0,05 maka hipotesis 
akan ditolak. Artinya, variabel independen tidak berpengaruh secara 
parsial terhadap variabel dependen. 
B. Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 
Menurut Ghazali (2013:98) Uji Signifikan Simultan atau yang biasa 
disebut uji F pada dasarnya menunjukkan semua variabel independen yang 
dimasukkan dalam model regresi mempengaruhi variabel dependen secara 
bersama-sama. Uji ini dilakukan dengan membandingkan Nilai 
Profitabilitas F-hitung terhadap nilai krisis (α = 5%). Untuk menguji 
hipotesis ini digunakan statistic F dengan kriteria pengambilan keputusan 
sebagai berikut: 
a) Jika hasil uji menunjukkan nilai F hitung > F tabel atau nilai Sig. < α = 
0.05, maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis satu (H1) diterima 






b) Jika hasil uji menunjukkan nilai F hitung < F tabel atau nilai Sig. > α = 
0.05, maka hipotesis nol (H0) diterima dan hipotesis satu (H1) ditolak 
atau variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap 
variabel dependen. 
C. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Menurut Ghozali (2013:97) Koefisien Determinan (R2) digunakan untuk 
mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi 
variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu, 
yang menunjukkan persentase variase variabel dependen yang dijelaskan 
oleh persamaan regresi yang dihasilkan. 
a) Jika nilai R2 sama dengan 0, artinya tidak ada pengaruh antara variabel 
independen terhadap variabel dependen; 
b) Jika nilai R2 mendekati 0, artinya pengaruh antara variabel independen 
terhadap variabel dependen adalah lemah. 
c) Jika nilai R2 mendekati 1, artinya adanya kinerja pengaruh antara 
variabel independen terhadap variabel dependen. 
Koefisien determinasi dalam penggunaannya terdapat kelemahan yaitu 
bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam 
model. Ghozali (2013:97) menyatakan bahwa disarankan untuk 
menggunakan nilai Adjusted R2 pada saat mengevaluasi yang mana model 
regresi terbaik. Hal ini dikarenakan nilai Adjusted R2 dapat naik atau turun 





nilai Adjusted R2 dapat bernilai negatif. Jika negatif, maka nilai Adjusted 






HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
IV.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana objek dalam penelitian ini 
adalah Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang dan kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) yang memiliki wilayah kerja di Kota Malang dengan populasi yang terdiri 
dari KPP Pratama Malang Utara dan KPP Pratama Malang selatan. 
IV.1.1 Gambaran Umum Kota Malang 
Kota Malang adalah sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa 
Timur, Indonesia. Malang memiliki luas wilayah 110.06 Km
2
 dan terletak 90 
km sebelah Selatan Kota Surabaya, dan termasuk kota terbesar kedua di 
Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Kota Malang terletak pada ketinggian 
antara 440 – 667 meter di atas permukaan air laut, merupakan salah satu kota 
tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. 
Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah Kabupaten Malang secara 
astronomis terletak 112,06 – 112,07 derajat Bujur Timur dan 7,06 – 8,02 
derajat Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut 
(malangkota.go.id/geografis.2021): 
a. Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso 
Kabupaten Malang 






c. Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji 
Kabupaten Malang 













Sumber : RPJMD Kota Malang 2018-2023 
Kota Malang memiliki luas 114,26 Km2 dengan jumlah penduduk sampai 
tahun 2020 sebanyak 843.810 jiwa yang terdiri dari 419.901 jiwa penduduk laki-
laki dan 423.909 jiwa penduduk perempuan. Kepadatan penduduk kurang lebih 
sebesar 7.667 jiwa per kilometer persegi yang tersebar di 5 (lima) kecamatan yaitu 
Klojen, Blimbing, Kedungkandang, Sukun, dan Lowokwaru. Kota Malang 
memiliki perekonomian yang maju dan majemuk dan merupakan kawasan 
ekonomi yang disorot oleh Pemprov Jawa Timur. PDRB Kota Malang pada tahun 
2019 mencapai Rp72,77 triliun atas dasar harga berlaku. Pertumbuhan ekonomi 
kota malang pada tahun 2019 yang sebesar 5,73 persen lebih tinggi dibandingkan 





Provinsi Jawa Timur yang hanya sebesar 5,52 persen, dan pertumbuhan ekonomi 
secara nasional sebesar 5,02 persen. 
IV.1.2 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Utara merupakan unit 
vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang termasuk dalam lingkungan Kantor 
Wilayah DJP Jawa Timur III dan berkedudukan di bawah Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia. KPP Pratama Malang Utara secara resmi 
didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 61/KMK.01/2007 
tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan 
Pajak dan mulai beroperasi pada tanggal 4 Desember 2007. 
Sebelumnya KPP Pratama Malang Utara memiliki nama Kantor Pelayanan 
Pajak Malang (untuk kantor yang wilayah kerjanya meliputi Kota Malang) dan 
berada di Jalan Merdeka Utara Malang. Setelah modernisasi perpajakan, Kantor 
Pelayanan dan Kantor Pemeriksaan dileburkan menjadi Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama hingga sekarang menjadi dua kantor yaitu KPP Pratama Malang Utara 
yang terletak di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 29-31 Malang, dan KPP 
Pratama Malang Selatan (tetap di Jalan Merdeka Utara Malang). Visi Misi KPP 
Malang Utara mengikuti Visi Misi DJP Tahun 2020-2024, sebagai berikut: 
Visi: Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun 
Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang 
Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi 





Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan 
Berkeadilan" 
Misi:  
a. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi 
Indonesia; 
b. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan 
terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan 
hukum yang adil; dan 
c. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya 
organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang 
berintegritas, profesional, dan bermotivasi. 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 
Jenderal Pajak, KPP Pratama Malang Utara mempunyai tugas melaksanakan 
pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang 
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan 
melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah 
wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam wilayah 
wewenang KPP Pratama Malang Utara berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, KPP Pratama 





a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak; 
b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah 
wewenang KPP; 
c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak; 
d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok 
Wajib Pajak; 
e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 
f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan; 
g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak 
maupun masyarakat; 
h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak; 
i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan; 
j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk 
layanan perpajakan; 
k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak; 
l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal 
dan eksternal; 
m. pemutakhiran basis data perpajakan; 
n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan; 
o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko; 
p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal; 
q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak; 
r. pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan; 
s. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan 
t. pelaksanaan administrasi kantor. 
Wilayah Kerja KPP Malang Utara terdiri dari 2 Kecamatan di Kota Malang yaitu 








Sumber: KPP Malang Utara 2021 





Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia mengalami re-organisasi yaitu 
perubahan pada struktur organisasi KPP yang berlaku mulai 24 Mei 2021 (sesuai 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak). 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 
Jenderal Pajak, struktur organisasi KPP Pratama Malang Utara di bawah Kepala 
Kantor terdiri dari: 
1. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal 
2. Seksi Penjaminan Kualitas Data 
3. Seksi Pelayanan 
4. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan 
5. Seksi Pengawasan I 
6. Seksi Pengawasan II 
7. Seksi Pengawasan III 
8. Seksi Pengawasan IV 
9. Seksi Pengawasan V 
10. Seksi Pengawasan VI 






Gambar 4.3 :Struktur Organisasi KPP  
Sumber: DJP online 2021 
IV.1.3 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan 
KPP pratama Malang Selatan yang beralamatkan Jl. Merdeka Utara No.3 
awalnya adalah bentuk Kantur Pelayanan Pajak Induk yaitu “Kantor Pelayanan 
Pajak Malang” yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik 
Indonesia.  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan merupakan salah 
satu bagian Kantor Pelayanan Pajak modern, yang telah menggabungkan pajak 
penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan serta 
pemeriksaan pada satu kantor, untuk memudahkan dan memberikan pelayanan 
prima kepada wajib pajak. Kantor ini merupakan bagian dari kantor Direktorat 
Jenderal Pajak Wilayah Jawa Timur III di kota malang. 






Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi 
perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan 
integritas dan profesionalisme yang tinggi. 
b. Misi 
Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang 
perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran 
pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang 
efektif dan efisien. 
KPP Pratama malang selatan memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 3 
Kecamatan dan terdiri dari 34 kelurahan. 
 
Gambar 4.4 Peta wilayah kerja KPP di kota malang Selatan 









Tabel 4.1 Tabel Wilayah Kerja KPP Pratama Selatan 
No Kecamatan Kelurahan 
1 Klojen a. Kasin 
b. Sukoharjo 
c. Kudul dalam 
d. Kauman 
e. Bareng 
f. Gading kasri 
g. Oro oro dowo 
h. Klojen 
i. Rampal celakat 
j. Samaan 
k. penanggungan 









j. pisang candi 
k. karang basuki 












Sumber: Data diolah Peneliti 2021 
KPP Pratama Malang Selatan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, 
pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak 





Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan perundang-
undanagn yang berlaku. Pada KPP Pratama Malang Selatan terdapat hierarki 
struktur organisasi yang menggolongkan tugas kerja berdasarkan seksi-seksi yang 
merupakan tanggungjawabnya. Susunan organisasi ini didasarkan atas adanya 
modernisasi administrasi perpajakan yang merupakan salah satu program 
reformasi melalui penataan organisasi. Penataan organisasi ini didasarkan pada 
fungsi dan segmentasi Wajib Pajak, reformasi proses bisnis yang berorientasi pada 
penyederhanaan sistem dan prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi 
dan komunikasi serta reformasi manajemen SDM. Adapun susunan organisasi 
tersebut adalah sebagai berikut: 
Gambar 4.5 Stuktur Organisasi KPP malang Selatan 
Sumber: KPP Pratama Malang Selatan 
IV.1.4  Badan Pusat Statistik Kota Malang 
Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non-Departemen yang 





Biro Pusat Statistik, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 
tentang Sensus dan UU Nomer 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai 
pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang 
Statistik. Berdasarkan UU ini yang ditindaklanjuti dengan peraturan 
perundangan dibawahnya, secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti 
menjadi Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik Kota malang beralamat di 
jalan Janti Bar. No.47, Bandungrejosari, Kec. Sukun, Kota Malang. Peranan 
yang harus dijalankan oleh BPS adalah sebagai berikut :   
a. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini 
didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari 
departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder 
b. Membantu kegiatan statistik di departemen, lembaga pemerintah atau 
institusi lainnya, dalam membangun sistem perstatistikan nasional. 
c. Mengembangkan dan mempromosikan standar teknik dan metodologi 
statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan 
statistik. 
d. Membangun kerjasama dengan institusi internasional dan negara lain untuk 
kepentingan perkembangan statistik Indonesia. 
Badan Pusat Statistik kota malang memiliki visi, misi dan nilai – nilai inti 
dalam menjalankan tugasny, yaitu: 
a. Visi 






a) Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang 
terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional. 
b) Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui 
pembinaan dan koordinasi di bidang statistik. 
c) Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah 
untuk kemajuan perstatistikan. 
c. Nilai – Nilai Inti 
Core values (nilai–nilai inti) BPS merupakan pondasi yang kokoh untuk 
membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam 
melaksanakan tugas. 
a) Profesional : kompeten, efektif, efisien, inovatif dan sistemik, 
b) Integritas : dedikasi, disiplin, konsisten, terbuka dan akuntabel, 
c) Amanah : terpercaya, jujur, tulus, adil. 






Gambar 4.6 Struktur Organisasi BPS Kota Malang 
Sumber : BPS Kota Malang (malangkota.bps.go.id) 
Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan 
Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik Kota Malang memiliki tugas, 
fungsi dan Kewenangan sebagai berikut: 
1) Tugas 
Melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik sesuai peraturan 
perundang-undangan. 
2) Fungsi 
a) Pengkajian, penyusunan dan perumusan kebijakan dibidang statistic, 





c) Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar, 
d) Penetapan sistem statistik nasional, 
e) Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang 
kegiatan statistik; dan 
f) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang 
perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, 
kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan 
rumah tangga. 
3) Kewenangan 
a) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya, 
b) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan 
secara makro, 
c) Penetapan sistem informasi di bidangnya, 
d) Penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional, 
e) Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, yaitu, 
f) i. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan 
statistik; 






IV.2 Analisis dan Interpretasi Data 
IV.2.1 Analisis Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif menjelaskan nilai terendah (minimum), tertinggi 
(maximum), rata-rata (mean) dan standar deviasi dari setiap variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 
dan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Berikut hasil Pengujian dengan analisis 
statistik deskriptif : 
Tabel 4.2  Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PDRB 60 3599497067837,57 4463320225756,17 4068645965499,9995 257117034312,44116 
Jumlah PKP 60 1500,00 2547,00 1970,4667 304,55705 
Penerimaan PPN 60 18212938852,00 209537504220,00 46779477227,8500 32192277616,71558 
Valid N (listwise) 60     
Sumber : data diolah peneliti (2021) 
Berdasarkan tabel 4.2 Dapat dilihat bahwa  variabel Produk Domestik 
Regional Bruto (PDRB ) memiliki nilai terendah sebesar 3599497067837,57 dan 
nilai tertinggi sebesar 4463320225756,17. Nilai rata-rata variabel PDRB adalah 
sebesar 4068645965499,9995 dengan standar deviasi sebesar 
257117034312,44116. Hal ini menjelaskan bahwa penghasilan atau pendapatan 
masyarakat kota malang cukup baik dan stabil serta mengalami trend positif dari 
tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 PDRB kota malang mengalami 
penurunan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang 





Variabel Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) memiliki nilai terendah 
1500,00 dan nilai tertinggi 2547,00. Nilai rata – rata dari Jumlah PKP adalah 
sebesar 1970,4667 dengan standar deviasi 304,55705 dari total 60 pengamatan. 
Hal ini menunjukan bahwa jumlah PKP di kota Malang terus bertambah. 
Pertambahan jumlah PKP diharapkan dapat menambah jumlah pemasukan pajak 
khususnya PPN, karena pada dasarnya yang harus memungut dan menyetorkan 
PPN adalah PKP. Selanjutnya untuk variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak 
Pertambahan Nilai (PPN) memiliki nilai terendah 18212938852,00 dan nilai 
tertinggi 209537504220,00. Nilai rata – rata penerimaan PPN sebesar 
46779477227,8500 dengan standar deviasi 32192277616,71558. 
IV.2.2 Analisis Statistik Inferensial 
IV.2.2.1 Uji Asumsi Klasik 
1) Uji Normalitas 
Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data variabel independen dan 
dependen terdistribusi secara normal atau tidak. Pengujian dalam penelitian ini 
menggunakan uji statistik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil pengujian dapat 
dilihat sebagai berikut: 
Tabel 4.3 Uji Normalitas 





Kolmogorov-Smirnov Z 1,304 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,067 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 





Berdasarkan tabel 4.3 Menunjukkan bahwa nilai Kolmogorov-smirnov 
sebesar 1.304 dan signifikan pada 0,067 (p>0,05). Hal ini dapat disimpulkan 
bahwa data riset studi ini telah memiliki distribusi yang normal karena nilai 
signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, secara keseluruhan dapat 
disimpulkan bahwa nilai-nilai observasi dari data yang disajikan telah terdistribusi 
secara normal dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik lainnya. 
2) Uji Multikolinieritas 
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi 
antara variabel bebas/independen dengan model regresi. Hasil model korelasi 
yang baik adalah jika tidak terjadi korelasi dengan variabel independen. Apabila 
nilai tolerance lebih dari 0,01 atau sama dengan nilai VIF kurang dari 10, maka 
dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen 
dalam model regresi. Jadi, batas dari nilai tolerance adalah 0,01 dan batas VIF 
adalah 10. Berikut hasil pengujian melalui Uji Multikolinieritas : 





1 PDRB ,177 5,649 
Jumlah PKP ,177 5,649 
a. Dependent Variable: Penerimaan PPN 
Sumber : Data diolah Peneliti, 2021 
 
 Berdasarkan tabel 4.4 Dapat dilihat bahwa nilai tolerance dari kedua 
variabel independen adalah sebesar 0,177, yang mana artinya nilai tolerance 





variabel juga kecil dari 10, yakni sebesar 5,649. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen, yaitu antara 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak. 
Sehingga uji multikolinearitas telah terpenuhi, karena uji multikolinearitas 
dikatakan terpenuhi apabila tidak terjadi korelasi dengan variabel independen. 
3) Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas diselenggarakan dengan tujuan untuk menilai 
apakah terdapat ketidaksamaan varians atas residual suatu observasi dengan 
observasi yang lain (Ghozali, 2013:134). Model regresi yang baik tidak memiliki 
kesamaan varians untuk setiap variabel bebas atau dapat dikatakan data 
homoskedastisitas (Santoso, 2010:203). Uji Spearman’s Rho digunakan dalam 
rangka mengetahui apakah terdapat gejala heteroskedastisitas atas data yang 
digunakan dalam penelitian ini. Uji Spearman’s Rho mempertimbangkan 
signifikansi nilai masing-masing variabel independen dengan residualnya 
(Priyatno, 2014:108). Suatu data dikatakan tidak memiliki gejala 
heteroskedastisitas apabila nilai p-value atau signifikansi yang dihasilkan tiap-
tiap variabel memiliki nilai melebihi (>) 0,05. Berikut disajikan dalam bentuk 
tabel ringkasan uji Spearman’s Rho yang telah dilakukan peneliti atas data yang 








Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas dengan Spearman’s Rho 
 
Correlations 










Sig. (2-tailed) . ,000 ,035 
N 60 60 60 
Jumlah PKP Correlation Coefficient ,898
**
 1,000 -,177 
Sig. (2-tailed) ,000 . ,177 





 -,177 1,000 
Sig. (2-tailed) ,035 ,177 . 
N 60 60 60 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Sumber : Data diolah Peneliti, 2021 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa variabel Jumlah PKP yang 
memperoleh nilai signifikansi lebih (>) 0,05. Sementara variabel PDRB nilai 
signifikansinya hanya 0.035 atau kurang dari 0,05. Hal ini berarti terjadi 
heteroskedastisitas pada penelitian ini. Oleh karena itu, untuk mengatasi model 
regresi agar tidak terjadi heterokedastisitas, maka dilakukan dengan menggunakan 
tranformasi logaritma natural. Dalam model transformasi ini, setiap variabel 
ditransformasi kelam bentuk logaritma natural dari variabel, yaitu misalnya 
variabel X1 menjadi Lg10(X1). Hasil uji heteroskedastisitas setelah dilakukan 









Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas Setelah Transformasi Data 
Correlations 





PDRB Correlation Coefficient 1,000 ,898
**
 -,086 
Sig. (2-tailed) . ,000 ,516 
N 60 60 60 
Jumlah_PKP Correlation Coefficient ,898
**
 1,000 -,043 
Sig. (2-tailed) ,000 . ,747 
N 60 60 60 
Unstandardized 
Residual 
Correlation Coefficient -,086 -,043 1,000 
Sig. (2-tailed) ,516 ,747 . 
N 60 60 60 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Sumber : Data diolah Peneliti, 2021 
Berdasarkan tabel tersebut signifikansi nilai atau p-value dari X1 (PDRB), 
dan X2 (PKP) secara berurutan bernilai 0,516 dan 0,747. Oleh karena itu 
signifikansi nilai dari kedua variabel yang digunakan peneliti melebihi 0,05, 
maka dapat dibuat kesimpulan bahwa data yang digunakan sudah tidak 
mengalami gejala heteroskedastisitas. 
4) Uji Autokorelasi 
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi 
antara kesalahan penggunaan periode t-1 (sebelumnya) atau tidak. Cara untuk 
mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi, penelitian ini menggunakan uji Uji 













a. Predictors: (Constant), Jumlah PKP, PDRB 
b. Dependent Variable: Penerimaan PPN 
Sumber : Data diolah Peneliti, 2021 
Tabel 4.7 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson pada signifikansi 5% 
sebesar 1,363 dengan jumlah variabel 2 (K=2) dan N=60. Berdasarkan tabel 
Durbin-Watson dengan tingkat signifikansi 5% maka dapat ditentukan nilai batas 
bawah (dl) sebesar 1,5144 dan dengan batas atas (du) sebesar 1,6518 berarti 
model regresi data pada penelitian ini terjadi autokorelasi positif 
(0<1,363<1,5144) sehingga perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan 
analisis regresi. 
Cara yang dilakukan untuk mengatasi autokorelasi adalah dengan 
menggunakan metode Cochrane-Orcut. Langkah pertama adalah mencari nilai 
koefisien korelasi (p) disebut juga dengan istilah “Rho”. Setelah koefisien 
autokorelasi diketahui, langkah selanjutnya adalah melakukan transformasi data, 
dimana setiap variabel di transformasi ke model LAG. Kemudian dari data hasil 
transformasi, dilakukan pengujian ulang untuk mendeteksi ada atau tidaknya 
autokorelasi. Berikut ini adalah hasil uji autokorelasi dengan menggunakan 
metode Cochrane-Orcutt: 





a. Predictors: (Constant), Jumlah_PKP, PDRB 
b. Dependent Variable: Penerimaan_PPN 





Tabel 4.8 Menunjukkan bahwa nilai durbin-watson setelah menggunakan 
metode Cochrane-Orcut pada signifikansi 5% sebesar 1,781 dengan jumlah 
varian sebanyak 2 buah dan N sebanyak 60. Jika disesuikan dengan dasar 
pengambilan hasil yaitu du < d < (4 - du) menentukan diterimanya H0 dan tidak 
terdapat autokorelasi. Dari tabel Durbin-Watson untuk N=60 dan K=2 diketahui 
nilai Du = 1,5367 dan nilai 4-dU(1,6518) =  2,3482. Sehingga hasilnya yaitu 
1,6518 < 1,781< 2,2482 maka hasil asumsi tidak terdapat autokorelasi. 
IV.2.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda 
Analisis Regresi Linear Berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa 
besarnya pengaruh yang timbul dari variabel independen (PDRB dan PKP) dan 
variabel dependen (Penerimaan PPN). Selain itu, analisis ini juga digunakan 
untuk mengetahui arah hubungan antara kedua variabel. Hasil dari Analisis 
Regresi Linear Berganda adalah sebagai berikut : 




B Std. Error 
1 (Constant) -219833738921,912 95440915975,699 
PDRB ,079 ,036 
Jumlah PKP -26910457,013 30340780,580 
a. Dependent Variable: Penerimaan PPN 
Sumber : Data diolah Peneliti, 2021 
Berdasarkan tabel 4.9 Didapatkan nilai koefisien masing – masing variabel 
yang membentuk persamaan regresi dari data yang diteliti adalah sebagai berikut 
Y = a + bX1 + bX2 





Adapun interpretasi atas persamaan diatas adalah sebagai berikut: 
a. Nilai koefisien konstanta yang menunjukkan angka -
219833738921,912  memiliki arti bahwa jika PDRB dan Jumlah 
PKP kota malang adalah sebesar 0 atau konstan, maka Penerimaan 
PPN kota malang akan bernilaia negatif atau mengalami 
penurunan sebesar -219833738921 satuan. 
b. Nilai koefisien dari variabel PDRB positif sebesar  ,079 satuan. 
Menunjukkan bahwa tika terjadi kenaikan PDRB maka akan 
menambah Penerimaan PPN sebesar 0,079 satuan dan begitu juga 
sebaliknya.  
c. Nilai koefisien dari Jumlah PKP negative sebesar -26910457,013 
satuan. Hal ini menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan jumlah 
PKP maka penerimaan PPN akan mengalami penurunan sebesar 
26910457,013 satuan, begitu juga sebaliknya. 
IV.2.2.3 Uji Hipotesis 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan berbagai pengujian. Berikut 
pengujian hipotesis yang dapat dilakukan diantaranya yaitu: 
1) Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 
uji statistik t bertujuan untuk menjelaskan seberapa jauh pengaruh satu 
variabel independen (PDRB dan Jumlah PKP) secara individual 
terhadap variasi dependen (Penerimaan PPN). Pengujian dalam 





dengan level signifikansi sebesar 0,05. Berikut ini adalah hasil dari uji 
statistic t: 






t Sig. B Std. Error Beta 




PDRB ,079 ,036 ,627 2,186 ,033 
Jumlah PKP -26910457,013 30340780,580 -,255 -,887 ,379 
a. Dependent Variable: Penerimaan PPN 
Sumber : Data diolah Peneliti, 2021 
Berdasarkan tabel 4.10 Dapat diketahui bahwa besarnya t tabel yaitu  
α = 0,05/2 = 0,025 maka df = 60 – 3 = 57 dan diperoleh hasil untuk t 
tabel adalah sebesar 2,002. Maka asumsi yang dapat diambil adalah 
sebagai berikut : 
1) Variabel PDRB memiliki t hitung sebesar 2,186 dengan nilai 
signifikansi 0,033 yang berada dibawah 0,05 (5%). Hal ini 
menunjukkan t hitung > t tabel atau 2,186 > 2,002. Sehingga 
dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh 
terhadap Penerimaan PPN. 
2) Variabel Jumlah PKP memiliki t hitung sebesar -,887 dengan 
nilai signifikansi 0,379 yang berada diatas 0,05 (5%). Hal ini 
menunjukkan bahwa t hitung < t tabel atau -887 < 2,002. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Jumlah PKP tidak 





2) Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 
Uji statistk F bertujuan untuk menunjukkan semua variabel independen 
(PDRB dan Jumlah PKP)yang dimasukkan dalam model regresi mempengaruhi 
variabel dependen (Penerimaan PPN) secara bersama-sama (simultan). 
Pengujian dalam penelitian ini diuji dengan melihat nilai signifikansi (sig.). 
Hasil uji statistik F ditunjukkan sebagai berikut: 
Tabel 4.11 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F) 
ANOVAa 
















   
a. Dependent Variable: Penerimaan PPN 
b. Predictors: (Constant), Jumlah PKP, PDRB 
Sumber : Data diolah Peneliti, 2021 
Berdasarkan tabel 4.11 Dapat diketahui bahwa besarnya f tabel yaitu α= 5% 
(0,05), df 1=3-1 =2 dan df = 60-3=57, maka didapat F tabel sebesar 3,16 dan F 
hitung sebesar 5,783. Angka ini menunjukkan bahwa F hitung > F tabel atau 
5,783 > 3,59. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB dan Jumlah PKP 
berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Penerimaan PPN. 
3) Koefisien Determinasi (R2) 
Uji determinan mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Hasil dari uji keofisien determinan (R
2
) 





Tabel 4.12 Koefisien Determinasi  
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R Square 
1 ,411
a
 ,169 ,140 
a. Predictors: (Constant), Jumlah PKP, PDRB 
b. Dependent Variable: Penerimaan PPN 
Sumber : Data diolah Peneliti, 2021 
Hasil dari tabel 4. Menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar R = 
0,411. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel PDRB (X1) dan Jumlah PKP (X2) 
mempunyai keeratan hubungan dengan variabel penerimaan PPN (Y). Sedangkan 
untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan 
dengan menggunakan besaran R Square sebesar 0,169. Angka ini menunjukkan 
bahwa kontribusi pengaruh variabel  PDRB (X1) dan Jumlah PKP (X2) dengan 
variabel penerimaan PPN (Y) sebesar 16.9%. sisanya sebesar 83,1% dipengaruhi 
oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini.  
IV.3 Pembahasan 
IV.3.1 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial 
terhadap Penerimaan PPN di Kota Malang 
Hasil penelitian ini mendukung teori yang disampaikan oleh Syahputra 
(2006) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu 
faktor ekonomi makro yang menentukan penerimaan Pajak. Pertumbuhan 
ekonomi yang merupakan persentase kenaikan PDB dalam nilai riil tahun 
tertentu di banding tahun sebelumnya, berpengaruh positif terhadap penerimaan 
perpajakan, khususnya melalui meningkatnya pendapatan masyarakat dan 





kapasitas pajak yang tercermin dari PDB secara nasional dan PDRB secara 
regional. 
PDRB adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tolak ukur 
pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (Sukirno, 2015). Pertumbuhan ekonomi 
merupakan salah satu faktor dari ekonomi makro yang menentukan penerimaan 
pajak.  Jika PDRB suatu daerah meningkat maka kemampuan daerah dalam 
membayar pajak (ability to pay) juga akan meningkat (Nurcholis, 2005). Hal ini 
menjelaskan bahwa semakin tinggi PDRB maka akan diikuti oleh peningkatan 
Penerimaan Pajak. PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa oleh 
masyarakat dan termasuk salah satu pajak.  
Sukardji (2015) mendefinisikan PPN sebagai pajak konsumsi yang ditujukan 
atas pengenaan barang dan jasa kena pajak yang ada di daerah pabean. Pengenaan 
PPN sangat sipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi 
masyarat yang mana adalah objek dari PPN. Kegiatan konsumsi bagi negara 
berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama 
yang dilakukan, maka dari itu semakin bertambah kegiatan konsumsi masyarakat 
berarti akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan PPN (Wijayanti, 2015). 
Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga dan pengeluaran konsumsi pemerintah 
merupakan komponen PDRB yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap 
penerimaan PPN (Azizah, 2017). Pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah 
pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi, yang 
terdiri dari pengeluaran barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang 





tangga atas barang dan jasa akan meningkatkan peneriman PPN, karna masyarakat 
umumnya melakukan konsumsi atas barang/jasa kena pajak. Pengeluaran 
konsumsi pemerintah meliputi pengeluaran untuk barang dan jasa yang dilakukan 
oleh pemerintah dan juga mencakup upah pegawai negeri dan pengeluaran untuk 
pekerjaan umum (Irawan, 2021). Apabila pengeluaran untuk barang dan jasa 
termasuk jenis barang kena pajak / jasa kena pajak meningkat hal tersebut akan 
meningkatkan penerimaan PPN. Azizah (2017) menjelaskan bahwa kenaikan upah 
pegawai negri akan mengakibatkan semakin tingginya pendapatan yang bisa 
dipelanjakan, semakin tinggi pendapatan yang bisa dibelanjakan, semakin besar 
konsumsi yang dilakukan, sihingga dapat meningkatkan penerimaan PPN. 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, yang telah dilakukan, dapat diketahui 
variabel PDRB memiliki signifikansi senilai 0,033. Nilai tersebut mengartikan 
bahwa terdapat pengaruh antara PDRB dan Penerimaan PPN, karena nilai 
signifikansi variabel yang kurang dari α = 5% (0,05). Kesimpulan bahwa Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial berpengaruh terhadap 
penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di Kota Malang adalah diterima. Hasil 
persamaan regresi penelitian ini menunjukkan adanya hubungan positif antara 
PDRB dan Penerimaan PPN di Kota Malang. Artinya, semakin tinggi skor 
PDRB, maka tingkat penerimaan PPN di Kota Malang akan meningkat. Begitu 
juga sebaliknya apabila skor PDRB menurun maka tingkat penerimaan PPN kota 
Malang akan menurun. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 





Revenues Tell Us About The Economic Activity Of Regions?”, yang menjelaskan 
bahwa penerimaan PPN yang tinggi menunjukkan aktivitas ekonomi yang lebih 
tinggi juga di daerah tertentu yang secara resmi dinyatakan oleh indikator PDRB. 
Penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh  Pahala & 
Muslih (2020), Azizah (2017), serta Sukamso (2017) yang menyatakan bahwa 
PDRB berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN, karna 
semakin tinggi tingkat konsumsi dan perekonomian masyarakat maka semakin 
tinggi pula penerimaan pajaknya. 
IV.3.2 Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap 
Penerimaan PPN di Kota Malang 
Faktor Internal untuk menjamin keberlangsungan penerimaan PPN 
dipengaruhi oleh kebijakan di bidang perpajakan. Hal ini dapat dilakukan dengan 
memperluas basis pengenaan pajak, dengan meningkatkan Jumlah PKP yang 
terdaftar (Rahardja & Manurung, 2008). PPN dikenakan atas penyerahan barang 
atau jasa kena pajak dan dipungut oleh penjual atau produsen, dalam hal ini 
merupakan wajib pajak pribadi atau badan yang telah dikukuhkan sebagai 
pengusaha kena pajak (PKP) (Sukardji, 2015). Menurut UU No.42 tahun 2009, 
pasal 1 angka 15, PKP didefinisikan sebagai pengusaha yang menyerahkan 
Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), dikenakan 
pajak berdasarkan Undang-Undang PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha 
kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali 
pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 





menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut dan 
disetor (Sukardji, 2015). 
Hasil Uji parsial dalam tabel 4.10 Memperoleh hasil signifikan dari variabel 
Jumlah PKP sebesar 0,379. Nilai tersebut menunjukkan bahwasanya jumlah 
PKP tidak memberikan pengaruh kepada Penerimaan PPN kota malang karena 
nilai signifikansi dari Jumlah PKP melebihi tingkat α = 5% (0,05). Oleh sebab 
itu, maka diambil kesimpulan bahwa jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap 
penerimaan PPN Kota Malang. Hasil persamaan regresi penelitian ini 
menunjukkan adanya hubungan negatif atau berbanding terbalik antara jumlah 
PKP terhadap penerimaan PPN. Jika jumlah PKP meningkat maka jumlah PPN 
yang diterima akan menurun. 
PPN dikenakan atas penyerahan barang atau jasa kena pajak dan dipungut 
oleh penjual atau produsen, dalam hal ini merupakan wajib pajak pribadi atau 
badan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP) (Sukardji, 
2015). Menurut UU No.42 tahun 2009, pasal 1 angka 15, PKP didefinisikan 
sebagai pengusaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau 
penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang 
PPN dan PPnBM, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan 
dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih 
untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Adapun kewajiban dari 
pengusaha kena pajak diantaranya adalah memungut, menyetor dan melaporkan 





Jumlah PKP tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan PPN karena 
masih ada pihak lain yang bertugas sebagai pemungut PPN selain PKP seperti 
Bendaharawan Pemerintah/Lembaga serta Badan Usaha Milik Negara /Daerah. 
Pihak tersebut tidak harus dikukuhkan sebagai PKP, namun wajib memungut 
dan menyetorkan PPN atas belanja barang dan jasa (PMK Nomor 
8/PMK.03/2021). Selain itu dipengaruhi juga oleh pemakaian jasa konsultan 
perpajakan. Sehingga pajak yang dibayar dibuat seminimal mungkin dengan 
melakukan tax planning dan memanfaatkan tax avoidance. Oleh karena itu 
Jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN di Kota Malang. 
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pahala & 
Muslih (2020), Sinambela & Rahmawati (2019), dan sukamso (2017) yang 
menyatakan bahwa Jumlah PKP tidak memberikan berpengaruh terhadap 
penerimaan PPN. Hal ini disebabkan oleh pengusaha kena pajak yang 
membandel dengan menunggak pembayaran pajak ataupun pengusaha yang 
seharusnya penghasilannya sudah harus dikenakan pajak tetapi tidak 
mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak. Penelitian yang dilakukan oleh 
masyitah (2019) menjelaskan ada juga pengusaha kena pajak yang kurang 
memahami konsep pajak, hal ini juga menyebabkan jumlah pengusaha kena 
pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Namun penelitian ini 
memperoleh hasil yang berkontradiksi dengan hasil riset yang dilakukan oleh 
Renata dkk (2016) yang menyimpulkan bahwa jumlah PKP berpengaruh secara 





IV.3.3 Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah 
Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan PPN di Kota Malang 
Pengaruh variabel bebas Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah 
Pengusaha Kena Pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 
penerimaan PPN di kota Malang. Hal ini dapat dilihat dari hasil simultan (F). 
Hasil perhitungan statistik menunjukkan bahwa F hitung > F tabel atau 5,783 > 
3,59. Variabel PDRB dan Jumlah PKP merupakan faktor eksternal dan internal 
yang mempengaruhi penerimaan PPN. Syahputra (2009) menjelaskan salah satu 
faktor eksternal yang dapat menentukan penerimaan perpajakan khususnya Pajak 
Penjualan adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan 
persentase kenaikan PDB dalam nilai riil tahun tertentu di banding tahun 
sebelumnya, berpengaruh positif terhadap penerimaan perpajakan. Sedangkan 
faktor internal yang mempengaruhi penerimaan PPN adalah Jumlah PKP yang 
terdaftar.  
Persentase kontribusi pengaruh PDRB dan jumlah PKP dari uji koefisien 
determinasi adalah senilai 0,169. Artinya pengaruh PDRB dan jumlah PKP 
terhadap penerimaan PPN di Kota Malang adalah sebesar 16,9%. Sisa 83,1% 
penerimaan PPN di kota Malang dipengaruhi oleh faktor lain. Penelitian ini di 
dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pahala & sinambela (2020) 
bahwasanya Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah PKP berpengarug 
secara simultan terhadap penerimaan PPN di Kota Bandung. Penelitian yang 
dilakukan oleh Masyitoh (2019) bahwasanya PDB dan Jumlah PKP berpengaruh 








Tujuan dilaksanakannya penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh 
PDRB dan jumlah PKP terdahap penerimaan PPN di kota Malang. Berdasarkan 
hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara parsial berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap penerimaan PPN di Kota Malang. Semakin tinggi 
tingkat konsumsi dan perekonomian masyarakat maka akan semakin tinggi 
pula penerimaan pajaknya. Maka semakin besar PDRB suatu daerah akan 
semakin besar jumlah pajak yang akan diterima daerah tersebut. 
2. Jumlah PKP secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN 
kota Malang. Pernyataan tersebut mengartikan bahwa semakin banyak atau 
sedikit jumlah PKP tidak akan memberi pengaruh terhadap penerimaan PPN 
di kota Malang. 
V.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitan serta kesimpulan yang telah dipaparkan, berikut 
adalah beberapa saran yang dapat peneliti berikan yaitu : 
1. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat meningkatkan PDRB dari sektor-
sektor yang akan meningkatkan penerimaan PPN, seperti sektor 





2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, untuk dapat melakukan optimalisasi 
penerimaan PPN dengan meningkatkan faktor-faktor internal lainnya seperti 
sosialisa perpajakan, dan pengawasan terhadap wajib pajak. Sehingga 
penerimaan PPN dapat terealisasi secara maksimalkan. 
3. Bagi peneliti dimasa mendatang disarankan agar melakukan penelitian 
dengan menggunakan rentang waktu atau periode penelitian yang lebih 
panjang agar hasil penelitian dapan mendeskripsikan dengan jelas kondisi 
perekonomian di Kota Malang. Serta menambah variabel independen lain 
yang mungkin dapat mempengaruhi penerimaan PPN seperti Jumlah 
Penduduk, Inflasi, Nilai tukar rupiah, ekspor dan impor. Karna hasil statistik 
menungjukkan 83,1% dari Penerimaan PPN dipengaruhi oleh faktor lain 
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Lampiran 1. Daftar Jumlah PKP yang terdaftar di KPP Pratama Malang 
Utara  
Bulan 2016 2017 2018 2019 2020 
Januari 892 975 1073 1194 1345 
Februari 900 984 1081 1214 1351 
Maret 905 994 1088 1220 1359 
April 907 1002 1099 1225 1360 
Mei 919 1007 1106 1239 1362 
Juni 925 1012 1113 1246 1367 
Juli 928 1019 1123 1268 1379 
Agustus 936 1029 1131 1285 1395 
September 942 1036 1146 1301 1418 
Oktober 948 1040 1150 1314 1436 
November 963 1050 1170 1326 1465 
Desember 973 1056 1183 1337 1483 
 
Lampiran 2. Daftar Realisasi Penerimaan PPN di  KPP Pratama Malang 
Utara 
Bulan 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 
Januari 11.271.921.095 14.730.291.481 47.148.261.159 20.779.962.680 21.913.936.258 
Februari 9.881.153.923 9.517.244.398 11.666.697.855 27.740.169.366 15.424.679.458 
Maret 9.404.904.838 13.236.470.383 13.256.814.273 14.821.602.342 18.989.690.299 
April 12.434.985.285 12.776.325.859 16.496.292.035 18.879.329.400 18.629.492.956 
Mei 11.805.202.265 13.892.099.037 15.617.450.131 22.700.493.730 16.181.182.333 
Juni 15.249.106.633 14.303.576.222 23.326.335.072 16.321.094.758 21.926.932.013 
Juli 16.572.314.425 14.168.896.609 18.961.769.018 18.661.716.965 27.023.142.470 





September 17.773.136.467 15.405.189.616 18.885.754.362 25.454.290.808 26.584.500.160 
Oktober 15.412.749.938 21.576.036.368 24.890.824.528 27.553.343.737 31.467.315.283 
November 17.104.478.880 21.524.407.718 41.728.230.552 35.641.034.170 34.672.575.234 
Desember 33.512.243.750 149.363.556.858 76.512.335.189 54.556.871.078 82.133.524.598 
 
Lampiran 3. Daftar Jumlah PKP yang terdaftar di KPP Pratama Malang 
Selatan  
Bulan 2016 2017 2018 2019 2020 
Januari 608 701 779 879 973 
Februari 616 708 784 883 979 
Maret 619 716 790 892 985 
April 627 719 795 897 989 
Mei 634 730 800 913 993 
Juni 645 735 804 918 998 
Juli 648 736 812 923 1003 
Agustus 658 744 825 931 1013 
September 666 747 834 939 1026 
Oktober 674 750 849 950 1036 
November 680 763 857 957 1047 












Lampiran 4 Daftar Realisasi Penerimaan PPN di  KPP Pratama Malang 
 
 
Lampiran 4 Tabulasi Data 
Tabulasi Data Tahun 2016 
Bulan PDRB PKP Penerimaan PPN 
Januari 3.599.497.067.837,57 1.500 22.127.245.021 
Februari 3.616.014.852.501,93 1.516 18.212.938.852 
Maret 3.632.622.466.066,74 1.524 19.814.203.473 
April 3.649.319.908.532,02 1.534 23.132.610.106 
Mei 3.666.107.179.897,76 1.553 24.210.765.582 
Juni 3.682.984.280.163,96 1.570 31.850.101.439 
Juli 3.699.951.209.330,63 1.576 27.182.815.676 
Agustus 3.717.007.967.397,76 1.594 27.951.728.971 
September 3.734.154.554.365,35 1.608 32.898.276.716 
Oktober 3.751.390.970.233,41 1.622 31.605.616.876 
November 3.768.717.215.001,92 1.643 37.520.278.851 
Desember 3.786.133.288.670,97 1.664 72.593.271.614 
Jumlah 44.303.900.960.000,00 18.904 369.099.853.177 
 
 
Bulan 2016 2017 2018 2019 2020 
Januari 10.855.323.926 10.399.375.788 25.910.524.015 19.798.487.502 18.462.440.907 
Februari 8.331.784.929 8.845.214.603 14.954.485.648 19.535.026.568 13.362.096.219 
Maret 10.409.298.635 13.236.372.528 17.498.837.693 18.267.835.055 15.133.124.235 
April 10.697.624.821 10.438.246.601 17.404.628.767 19.052.260.560 16.151.238.851 
Mei 12.405.563.317 18.653.310.761 19.761.479.854 23.496.776.431 12.876.169.960 
Juni 16.600.994.806 17.363.332.271 17.304.537.019 16.467.828.247 15.111.980.309 
Juli 10.610.501.251 16.434.689.560 18.044.861.997 21.492.253.574 19.875.231.017 
Agustus 15.261.470.869 23.564.961.573 24.921.348.590 23.885.303.559 31.653.208.473 
September 15.125.140.249 21.480.167.609 26.258.956.961 32.097.886.938 20.787.472.825 
Oktober 16.192.866.938 26.583.458.189 23.911.693.924 28.030.902.548 26.770.851.400 
November 20.415.799.971 30.229.270.200 31.218.475.562 30.526.287.273 33.384.692.923 





Tabulasi Data Tahun 2017 
Bulan PDRB PKP Penerimaan PPN 
Januari 3.703.639.191.240,35 1.676 25.129.667.269 
Februari 3.821.234.922.710,26 1.692 18.362.459.001 
Maret 3.838.920.483.080,63 1.710 26.472.842.911 
April 3.856.695.872.351,46 1.721 23.214.572.460 
Mei 3.874.561.090.522,76 1.737 32.545.409.798 
Juni 3.892.516.137.594,58 1.747 31.666.908.493 
Juli 3.910.561.013.566,74 1.755 30.603.586.169 
Agustus 3.928.695.718.439,42 1.773 38.934.245.228 
September 3.946.920.252.212,57 1.783 36.885.357.225 
Oktober 3.965.234.614.886,18 1.790 48.159.494.557 
November 3.983.638.806.460,26 1.813 51.753.677.918 
Desember 4.102.132.826.934,79 1.826 209.537.504.220 
Jumlah 46.824.750.930.000,00 21.023 573.265.725.249 
 
Tabulasi Data Tahun 2018 
Bulan PDRB PKP Penerimaan PPN 
Januari 4.020.680.451.987,84 1.852 73.058.785.174 
Februari 4.039.355.650.164,93 1.865 26.621.183.503 
Maret 4.058.122.197.144,09 1.878 30.755.651.966 
April 4.076.980.092.925,34 1.894 33.900.920.802 
Mei 4.095.929.337.508,68 1.906 35.378.929.985 
Juni 4.114.969.930.894,15 1.917 40.630.872.091 
Juli 4.134.101.873.081,59 1.935 37.006.631.015 
Agustus 4.153.325.164.071,18 1.956 44.529.889.329 
September 4.172.639.803.862,84 1.980 45.144.711.323 
Oktober 4.192.045.792.456,59 1.999 48.802.518.452 
November 4.211.543.129.852,43 2.027 72.946.706.114 
Desember 4.231.131.816.050,34 2.052 133.502.429.738 
Jumlah 49.500.825.240.000,00 23.261 622.279.229.492 
 
Tabulasi Data Tahun 2019 
Bulan PDRB PKP Penerimaan PPN 
Januari 4.308.353.841.867,28 2.073 40.578.450.182 
Februari 4.325.710.876.404,32 2.097 47.275.195.934 
Maret 4.340.744.910.478,39 2.112 33.089.437.397 
April 4.353.455.944.089,50 2.122 37.931.589.960 





Juni 4.371.909.009.922,84 2.164 32.788.923.005 
Juli 4.377.651.042.145,06 2.191 40.153.970.539 
Agustus 4.381.070.073.904,32 2.216 47.841.128.608 
September 4.382.166.105.200,62 2.240 57.552.177.746 
Oktober 4.380.939.136.033,95 2.264 55.584.246.285 
November 4.377.389.166.404,32 2.283 66.167.321.443 
Desember 4.371.516.196.311,73 2.300 115.103.969.074 
Jumlah 52.334.750.280.000,00 26.214 620.263.680.334 
 
Tabulasi Data Tahun 2020 
Bulan PDRB PKP Penerimaan PPN 
Januari 4.019.846.519.089,51 2.318 40.376.377.165 
Februari 4.153.595.494.737,66 2.330 28.786.775.677 
Maret 4.185.021.469.922,84 2.344 34.122.814.534 
April 4.214.124.444.645,06 2.349 34.780.731.807 
Mei 4.240.904.418.904,32 2.355 29.057.352.293 
Juni 4.265.361.392.700,62 2.365 37.038.912.322 
Juli 4.287.495.366.033,95 2.382 46.898.373.487 
Agustus 4.307.306.338.904,32 2.408 57.540.234.848 
September 4.324.794.311.311,73 2.444 47.371.972.985 
Oktober 4.339.959.283.256,17 2.472 58.238.166.683 
November 4.352.801.254.737,65 2.512 68.057.268.157 
Desember 4.463.320.225.756,17 2.547 139.591.165.461 
Jumlah 51.154.530.520.000,00 28.826 621.860.145.419 
 
Lampiran 5 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PDRB 60 3599497067837,57 4463320225756,17 4068645965499,9995 257117034312,44116 
Jumlah PKP 60 1500,00 2547,00 1970,4667 304,55705 
Penerimaan PPN 60 18212938852,00 209537504220,00 46779477227,8500 32192277616,71558 







Lampiran 6 Hasil Analisis Statistik Inferensial 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation 63.92623606 
Most Extreme Differences Absolute .270 
Positive .270 
Negative -.143 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.209 







1 PDRB ,177 5,649 
Jumlah PKP ,177 5,649 
a. Dependent Variable: Penerimaan PPN 
 
Correlations 





PDRB Correlation Coefficient 1,000 ,898
**
 -,086 
Sig. (2-tailed) . ,000 ,516 
N 60 60 60 
Jumlah_PKP Correlation Coefficient ,898
**
 1,000 -,043 
Sig. (2-tailed) ,000 . ,747 
N 60 60 60 
Unstandardized 
Residual 
Correlation Coefficient -,086 -,043 1,000 
Sig. (2-tailed) ,516 ,747 . 
N 60 60 60 










a. Predictors: (Constant), Jumlah_PKP, PDRB 
b. Dependent Variable: Penerimaan_PPN 




B Std. Error 
1 (Constant) -219833738921,912 95440915975,699 
PDRB ,079 ,036 
Jumlah PKP -26910457,013 30340780,580 
a. Dependent Variable: Penerimaan PPN 






t Sig. B Std. Error Beta 




PDRB ,079 ,036 ,627 2,186 ,033 
Jumlah PKP -26910457,013 30340780,580 -,255 -,887 ,379 
a. Dependent Variable: Penerimaan PPN 
 
ANOVAa 
















   
a. Dependent Variable: Penerimaan PPN 







Model R R Square Adjusted R Square 
1 ,411
a
 ,169 ,140 
a. Predictors: (Constant), Jumlah PKP, PDRB 
b. Dependent Variable: Penerimaan PPN 
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